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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

% . ARl nr
Rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA) Perubahan Biro

- . 5 vinsi Nusa
Perckonomian dan  Administrasi Pembangunan Sctda Provin

> ors 5 (lima

Tenggara Timur adalah dokumen perencaan perangkat daerah 5 | J
§ . . £ Junan

tahun yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembang

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tara Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
N 1 > 2P b

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD,

RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan RPJPD, RPJMD

Aoy dn ~ |-
dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat

Daerah  yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/ataa Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap  perangkat  daerah dengan  berpedoman pada  Rencana
Pembungunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Perubahan. Secara
singkat proses perencanaan pembangunan daerah di tingkat perangkat
daerah menghasilkan produk dokumen antara lain berupa Rencana
Stratepis Perangkat Daerah, yang adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, untuk selanjutnya

dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

an untuk periode 1 (satu) tahun sesu
denpan tupas dan ftungsi Perangkat Daer

merupakan dokumen perencana ai
ah.

Perubahan RPIMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 vang
dilakukan mengakibatkan perubahan pada Renstra Perangkat D
dan Administrasi Pemb

perlu dilakukan perubahan

acrah

Biro Perckonomian angunan oleh karena ity

dan  perbaikan  sesuaj de
ahan ini disebabkan oleh

L. Terjadinya perubahan aturan dan kebijak

ngan RPJMD
Perubahan 2018-2023. Perub
an dari pusat antara lain (a)
an nasional Yang tertuang d

peraturan Presiden  nomor 18 Tahun 2020 tentang  Rencana

asional (RPJMN 2020 -
(b) Perubahan nomenklatur program

Perubahan Kebijakan pembangun alam

Pembangunan Jangka Menengah N 2024 dan

an kegiatan yang diatur dalam
Peraturan  Menteri Dalam Negeri

nomor 90 tahun 2019 tent
Klasifikas;i,

Kodefikasi dan Nomenkl
dan Keuangan Daerah.

ang

atur Perencanaan Pembangunan
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2. Karena adanya perubahan Renstra Kementerian dan Lembaga.

3. Terjadinya wabah pandemic Covid-19 yvang berdampak langsung pada
perubahan aktifitas ](ChidL‘lp’dn sosial ekonomi masyarakat antara lain
© (a) Penyebaran Covid-19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang
berimbas pada terjadinya kontraksi ckonomi, (b) sampai triwulan ke
tiga tahun 2020 pertumbuhan ckonomi mengalami kontraksi minus
3,49% dan NTT minus 1,68% dibanding triwulan ke dua angka
kontraksi ini semakin berkurang, (c) Perlu penyesuaian target-target

pembangunan dengan situasi yang ada.
-Peraturan  Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Perubahan  Biro  Perckonomian  dan  Administrasi
Pembangunan di arahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki oleh perangkat daerah meliputi: Program, Kegiatan,
Anggaran, Target, Indikator dan Sarana Prasarana.

Sebagaimana arahan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa
pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu (1)

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (2) Peningkatan nilai tambah

ckonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan

keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan

pertanian, peternakan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, industry

pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekoniomi digital.
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai salah
satu  unsur  penyelenggara negara  pemerintah,

berkewajiban
melaksanakan pembangunan

perekonomian sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan rakyat serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pemb

angunan daerah dan pembangunan
wilayah (APBD dan APBN).

Pembangunan  perekonomian dan administrasi

mencakup berbagai bidang/sektor pembangun
(1) Pengelolaan Kebijakan dan

pembangunan
an di antaranya adalah :

Koordinasi Perekonomian meliputi
pengelolaan  kebijakan ekonomi Malkro dan pengelolaan kebijakan

ekonomi mikro. (2) Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Alam meliputi :

Koordinasi, Sinkronisasi dan fvaluas; Kebijakan Pertanian, Kehutanan
) Ee el
Koordinasi,

Kebijakan Pertambangan  dan

Kelautan dan Perikanan, Sinkronisasi dan Evaluasi

Lingkungan Hidup,

asi Kebijakan Energi dan Air.
Kebijakan dan Koordinasi

Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaly

(3) Pengelolaan
BUMD dan BLUD meliputi

an evaluasi

Koordinasi,
Sinkronisasi Monitoring d

kebijakan pengelolaan Badan

2
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Usaha Milik daerah, jasa Keuangan dan Anecka Usaha, Koordinasi,
Sinkronisasi Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD. (4) Pengendalian

administrasi Pelaksanaan pembangunan derah meliputi : Pengendalian

administrasi pelaksanaan pembangunan  APBD, Pengendalian
administrasi  pelaksanaan  Pembangunan  APBN,  Pengendalian
administrasi  pelaksanaan Pembangunan wilayah. (5) Pelaporan

pelaksanaan pembangunan deerah meliputi : Analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah,
fasilitasi perumusan kebijakan tcknis pembangunan daerah.

Peran  pemerintah dalam pembangunan perekonomian dan
administrasi pembangunan meliputi antara lain : a) pembuatan aturan
dan mekanisme agar kegiatan ckonomi dapat dilakukan secara lebih
teratur; b) secara langsung ikut serta dalam aktivitas perekonomian
masyarakat melalui unit usaha tertentu seperti badan usaha milik
negara [/ daerah; serta c) melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter.
Walaupun peran pemerintah demikian besarnya dalam pembangunan
ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat secara ideal belum dapat
dicapai. (d) pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD
dan APBN  (¢) Analisis dan pelaporan pelaksanaan dan capaian
pembangunan daerah () fasilitasi perumusan kebijakan teknis
pembangunan daerah.

Berbagai indikator ekonomi di gunakan untuk menggambarkan
kondisi kesejahteraan rakyat antara lain :

1 Pertumbuhan Ekonomi : targetkan pada tahun 2021 (5,87 - 6,50),
Tahun 2022 (6,33 - 6,90) dan Tahun 2023 (6,7-17,3).

PDRB per kapita (Rp juta) : targetkan pada tahun 2021 (20-23), Tahun
2022 (23-25) dan Tahun 2023 (25-27).

w

Indeks Pembangunan Manusia : targetkan pada tahun 2021 (65,54~
67,00), Tahun 2022 (67,35-69,00) dan Tahun 2023 (70-71).

Rasio PAD : targetkan pada tahun 2021 (25.31), Tahun 2022 (30,12)
dan Tahun 2023 (39,74)

Inflasi : targetkan pada tahun 2021 (3 = 3,4), Tahun 2022 (8 -3,2) dan
Tahun 2023 (3 - 3,2).
6 Kebutuhan investasi (Rp. Trilyun) : targetkan pada tahun 2021
(63,91), Tahun 2022 (71,47) dan Tahun 2023 (80,94).
Arah pembangunan perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur
dilandasi secara kokoh oleh visi pembangunan, yakni “NTT Bangkit
Menuju Masyarakat Sejahtera” berdasarkan pendekatan pembangunan

yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable

3
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development). Visi ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat
misi. yaitu melakukan kegiatan pembangunan untuk peningkatan
kesejahteraan  masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan prinsip
inclusive, yakni melibatkan semua pemangku kepentingan untuk
bekerjasama dan dengan pendekatan berkelaniutan yang merujuk pada
empat pilar pembangunan berkelanjutan (keberlanjutan dalam aspelk
ckonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan).

Pembangunan daerah dimaknai sebagai usaha sistemik untuk
pemanfaatan  sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya. Scjalan dengan itu, perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui
urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam
Jangka waktu tertentu di daerah.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai salah
satu perangkat daerah memiliki tugas “membantu Gubernur dalam

menyusun kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan

Administrasi Pembangunan yang meliputi : Pengelolaan Kebijakan dan

Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber
Daya Alam, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD,

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai  salah  satu  organisasi pemerintah  daerah  Biro

onomian dan Administrasi Pembangunan perlu melakukan proses
perencanaan  strategis  yang adalah

Perel

proses perencanaan jangka
menengah,  oleh  karena syarat  keharusen untuk  optimalisasi
an fungsi organisasi, sebagai mandat pemb

dan pemerintahan yang diemban,

pelalisanaan tugas d angunan
serta sebagai kepatuhan terhadap
ah perawuran perundang-undangan yang berlaku.

Sejal

aman

an dengan hal tersebut Rencana Strategis dibutuhkan untuk

eksistensi pengembangan organisasi itu sendiri dalam keterkaitannya

dengan dokumen perencanaan lain dan untuk memenuhi tuntutan

formal peraturan perundang-undangan. Kedua alasan tersebut dilandasi

oleh kenyataan terbatasnya sumberdaya yang tersedia untuk melakukan
kegiatan pembangunan  secara efektif dan cfisien,

schingga perlu
dilakukan pilih

an-pilihan yang rasional agar pelaksanaan pembangun

an
tetap berkelanjutan dan memiliki daya saing / keun

ggulan tertentu.
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Rencana Strategis Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan vertical dan
horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu :
1. Merupakan saty kesatuan dengan sistem percncanaan pembangunan
nasional

schingga dalam penvusunannya mengacu pada RPJP

Nasional tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi Tahun 2005-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tahun 2010-2023.

, RPJPD

2. Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023.
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan di Kabupaten/Kota, investasi
swasta, Lembaga Internasional dan partisipasi masyakat.
Alur  hubungan Renstra perubahan  Biro Perekonomian dan
Administr

asi Pembangunan tahun 2018-2023 dengan dokumen lain
dapat dilihat pada gambar dibawah inj :

Gambar 1.1

Alur Hubungan Renstira

Penstra M°“°’*_R§l)j;; - Pedoman

: -
K S Pemerintah
Pedoman Diacut Pusat
Dijabakan povn o
RPIPN fLedomag ppyyy > e
oY) I Ve e ¢ '“"“”' ‘
I3y : ol Dijabarkaﬁlrl‘;!
RPJPN P=ioman Rz_]#[) >
S N - 2= Pemerintah
Sinen I Diacu ; ‘I_* e 4+ Daerah
RPJMD E:U Pedoman 'p . Fedoman QKA - . Rinci
DANNT Renstra ¢ helila ¢ ¢ Rincian
SKPD SKPD APBD
UU SPPN

uu Kéuangan Néégfa

1.2 Landasan Hukum

Landasan  hukum pentusunan  Rencana

Strategis  Biro
Perekonomian dan Administrasi Pemb

angunan ini adalah :
I Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

o
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2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Nepara Yang Bersilh dan Bebag Korupsi, Kolusi dan Nepotigme (ICIKN)

(Lembaran Negnra Republik Indonesia - Tahun 1999

Nomor 75,
Tamhahan Lembaran

Nepara Republik  (ndonesia Nomor 3851,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Nepara

Republik  Indonesia Talkun 2008  Nomor a7,

Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
G Undang-Undang Nomor 15

5 Tahnom 2004 tentang Pemerilcsnan

Pengelolaan dan Pertanggungjowaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Tahun 2004 Nomosr 066, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421);

5

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

6 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007  tentang

Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) N

asional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lcmbaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4700)

r

7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (
Lembaran  Negara Republik [ndonesia  Tahun 2009 Nomor 112,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011

P(:rundan;;Umlaul;',:m

Tahun 2011

tentang  Pembentukan
(Lembaran

Peraturan

Indonesin

Negara  Republik

Nomor 82, Tambahan Leinbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234y,

10 Undang-Undang Nomor 24 fahun 2013 tentang Perubahan Atas

Tahun 2006
Kependudukan  (Lembaran Negara

Nomor 232, 1

5475);

Undang-Undang  Nomor 23 tentang  Administrasi
Republik Indonesia Tahun 2013

‘ambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11 Undung-Und:.mg Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik [ndonesi

a Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S5387)

§)
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Sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Necgara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4100);

13 Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negar:i Republilkk Indenesia Tahun 2016 Nomor
114);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonior 594 1);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2);

I7 Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 62 79);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Nomor
6322);

20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penunganan Pandemi Covid 19 dan/atau

menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamat

an Ekonomi
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Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 6542):

22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penvertaan
Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Penjamin Infrastruktur;

23 Peraturan  Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024:

24 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah:

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi  Pemerintahan Daerah sebagai
RPJIMD;

landasan penyusunan

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Keuangan Daerah;
30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;

31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang

Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagl Pemerintah Daerah;
32 Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang  Laporan  dan  Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

33 Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

tentang - Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasitikasi,

Kodefikasi  dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah,;

Dipindai dengan CamScanner



34 Peraturan Dacrah Propinsi Nusa Tengpara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembanguan Jangla Panjang Daerah Provinsi Musa
Tenggara Timur Tahun 2005-2020, (Lembaran Daerah Provinsi Musa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tarmmbahan Lembaran Dacrah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

35 Peraturan Dacrali Provinsi Nusa Tenggara Tirnur Nomor 1 Tahun 201
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2010-2030 (Lembaran Dacrah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

36 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenpgara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2023;

37 Peraturan Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daecrah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Provinst NTT tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran daerah
Provinsi NTT Nomor 0102);

38 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tirnur Nomor 2 Tahun 2021
lentang  Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002,

tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
0117);

Nomor

39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud  penyusunan  Rencana  Strategis  Perubahan  Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2023 ini

adalah

1. Scbhagai kerangka dasar bagi Biro Perelkonomian dan Administrasi

Pembangunan dalam upaya membantu Gubernur merumuskan
arah kebijakan pembangunan ckonomi daerah dan Administrasi

Pembangunan ¢

’
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2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan
pemerintahan Sekretariat Daccah untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan dacrah yang telah ditetapkan dalam RPJIMD;

Jo Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
denganinstansi/stakeholder  terkait, monitoring  dan  evaluasi
Kegintan [Elkonomi dan  Administrasi  Pembanguan  secrta
implementasi kebijakan daerahy;

4. Memberikan  arah  dan  pedoman  bagi  seluruh  staf  dalam

melaksanakan tupas dan fungsinva;

#)}

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(stakcholders) tentang rumusan kebijakan Bidang Perckonomian

dan Administrasi Pembangunan Dacrah.

Tujuan  penyusunan  Rencana Strategis  perubahan  Biro

Perckonominn  dan - Administrasi  Pembangunan Tahun 2018-2023

adalah

a. Menjabarkan sceara sistematik RPJMD perubahan Provinsi Nusa
Tengeara Timur Tahun 2018-2023

b, Menjabarkan secara lebih terperinei tentang arah kebijakan dan
program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam
kegiatan-kegiatan secara terukur ;

¢.  Menentukan target pencapaian program tahunan ;

d. Mcenjadi pedoman evaluasi kinerja Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan.

1.4 Sistemeatika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Tahun 2013-2018 disusun menurut sistematika sebagai
berikul ¢
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Mengemukakan — secara  ringkas pengertian  Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Peranglkat
Dacrah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Memuat - landasan hukum  yang mengatur  struktur
organisasi - tugas  dan fungsi  serta kewenangan Biro

Perekonomian  dan  Administrasi Pembangunan serta
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pedoman  yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penpangparan Biro Perclconomian dan
Administrasi Pembangunan,

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat  penjelasan lentang maksud  dan  tujuan
penyusunan Renstra Biro Perckonomian dan Administrasi
Pembangunan yang dijabarkan dari RP.JMD 2018-2023.
1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasa dalam penulisan Renstra Biro
Perekonomian  dan  Administrasi Pembangunan Tahun
2019-2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 1I. GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN DAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan
Memuat penjelasan umum tentang dasar 11lndic
pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perangkat Dacrah, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Dacrah.
Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Dacrah
ditujukan  untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,
prosedur, meckanisme). Tugas, Pokok dan

perangkat Daerah,

Fungsi

o}
o

Sumber Daya Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
mencakup SDM sesuai dengan pendidikan, pangkat dan
golongan, asset bergerak dan tidak bergerak serta uraian
tugas jabatan struktural pada Biro Perelkonomian dan
Administrasi Pembangunan,

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan.

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
berdasarkan sasaran/target Renstra Biro Perekonomian

dan  Administrasi Pembangunan  periode sebelumnya

menurut SPM - untuk urusan wajib dan/atau indicator

Il
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kinerja pelayanan Biro Perckonnomian dan Administrasi

Pembanpunan.

2.4 Tantangan dan Peluang  Pengembangan Pelayanan
Biro Pereltonominn dan Administrasi Pembangunan.
Bagian i mengemulalan ¢
acHasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

Perangkat Dacrah  kabupaten/Kota, hasil telaahan
terhadap RTRW dan hasil anaiisie terhadap KLHS vang
berimplikasi  sebapai tantangan dan peluang bagi
pengembagan pelayanan  Biro  Perekonomian  dan

Administrasi  Pembangunan pada 5 (lima) tahun

mendatang,

b. Macam  pelayanan, perkiraan besaran  kebutuhan

pelayanan  dan  arah  lokasi pelayanan  yang
dibutuhkan.

BAB 1Il. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO

PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Rerdasarkan Tugas dan

Fungsi  Pelayanan Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Bagian ini
mengemukakan  permasalahan  pelayanan  Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi. V

Telaahan Visi, Misi dan Fregram Gubernur dan

Wakil Gubernur. Bagian ini memuat apa saja tugas

dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan terkait dengan Visi, Misi Gubernur

sesual RPIMD., Sclanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan  pelayanan pada Biro Perekonomian

dan Administrasi Pembangunan  dipaparkan apa saja

I2ndica-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan walkil kepala daerah tersebut,

3.3 Telaahan Restra K/L dan Restra

Provinsi/Kab/Kota.

Bagian ini memuat faktor - 12ndica penghamb
maupun

at

12ndica-faktor pendorong yang

mempengaruhi pemasalahan ditinjau dari Renstra

K/L ataupun Renstra SKPD.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Bagian ini memuat faktor penghambat dan factor
pendorong pelayanan yang mempengaruhi pelayanan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

ditinjou dari RTRW dan KLHS.

«
a

Penentuan isu-isu Strategis.

Bagian ini dircview kembali  13ndica-faktor dari

pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi

permasalahan  dan  pelayanan perangkat daerah

ditinjau dari

1. Gambaran pelayanan perangkat dacrah.

Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.

S0 Sasaran jangka  menengah dari Renstra
Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat
daerah.

S. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat
daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penyusunan isu-

iIsu strategis  dan hasil penentuan isu-isu strategis

tersebut. Pada bagian ini diperoleh informasi isu

strategis apa saja yang akan ditangani melalui

Renstra  Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan tahun 2018-2023.

BAB IV. TUJUAN & SASARAN

4.1 Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan beserta indikator

menengah  Biro

kinerja, Penentuan
Tujuan, sasaran dan indikatorserta target ini didasarkan
pada :

1. Telaah terhadap visi dan misi kepala daerah;
2. Telanh terhadap tujuan d

an sasaran jangka menengah
RPIMD;

<

3. Hasil cascading dari | 3ndicator sasaran strategis RPJIMD

schingga menjadi sasaran streategis perangkat Daeralh.

Dipindai dengan CamScanner




BAB V. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat rumusan pernyataan strategi dan lebijalzin

Biro Perckonomian dan Adminisirasi Pembangunan dalam 5

(lima) tahun mendatang,

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN
Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indilkator
kinerja dan penentuan kelompok sasaran serta pendanaan

indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat indikator kinerja dari masing-masing
kegiatan yang akan dicapai 5 tahun ke depan sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BARB VIII. PENUTUP
Bagian ini menggambarkan akhir dari penulisan Renstra Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat

Dacrah Provinsi NTT.

14
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2.1

BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan
Pembentukan Biro Perekononiian dan Administrasi Pembangunan

di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020

tanggal 8 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor | Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Pokok Biro Perckonomian dan Administrasi Pembangunan

Sclda Provinsi NTT adalah “Membantu Asisten Perekomomian dan

Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan kebijakan Daerah,

Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan

dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan

perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan”.
Fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Penylapan  perumusan  kebijukan daerah  di bidang kebijakan
perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;

2. Penyiapanan  pengoordinasian  perumusan kebijakan di bidang

kebijakan perckonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik
daerah dan badan layanan umum daerah serla pengadministrasian
pembangunan:
Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang kebijukan perelkonomian dan sumber daya alam, badan usaha
milik daeraly dan badan layanan umum daerah serta administrasi
pembangunan;

- Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik
daerah  dan badan layanan umum daerah serta administrasi
pembangunan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberiican oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan,
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Gambar 2, 2

STRUKTUR ORGANISASI EIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I i ) O e Y -5
| e = S| We——
i S—ve— . S—— i ]

R —| — 1]

URAIAN TUGAS :

A. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
I Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)

Provinsi
dan Kebhijakan Kepala Daerah

serta masukan dari komponen

masyarakat untuk meninglatkan pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan;
2 Merumuskan Rencana Kinierja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK) berdasarkan Rewncana Strategis (RENSTRA) Biro dun
ari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

masukan d

Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan peyunjuk

teknis kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan

angunan dengan berpedoman pada

yang berlaku untuk
perangkat daerah berbasis kinerja;

BLUD serta administrasi pemb

ketentuan  dan peraturan mewujudkan

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasiny

a program
kerja;

Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat
dacerah  dan hubungan  kerja dengan memperhztikan standar
aperasional  prosedur sesuai

dengan  peraturan perundang-
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< i 8 inerja pelayanan
undangan yang berlaku untulk meningkatkan kinerja pelay

publik vang lebih baik:

6 Mengkoordinasikan penyususnan program kegiatan serta petunjuk
teknis  pelaksanaan  dj bidang perekonomian dan  administrasi
pembangunan yang meliputi kebijakan perekonominn dan surnber
daya alam, BUMD dan BLUD scrta administrasi pembangunan;

7 Mengkoordinasikan pelaksanaan  monitoring  evaluasi  dan
pengendalian kebijakan perckonomian dan sumber daya alam,
BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;

8 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi
serta sumber daya di bidang perekonomian dan administrasi
pembangunan;

9

Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil

vang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari
solusinya;

L0 Memberikan  saran pertimbangan kepada atasan baik diminta
maupun tdak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuls
menyelesaikan permasalahan meliputi kebijakan perckonomian dan
sumber daya alain, BUMD dan BLUD serta  administrasi
pembangunan

11 Melaksanakan pembinaan disiplin - terhadap bawahan secsuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretila dan bermoral;
12 Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan
laporan kinerja dan laporan lainya sesuai prosedur d

an ketentuan
yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja;

13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan bailk
sccara lisan maupun tertulis scsuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas,

- URAIAN TUGAS BAGIAN

a. Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA

I Merencanakan Iungkul1-lun;;l;uh

operasional bagian kebijukan
perekonomian dan sumber

aya alam berdasarakan rencana kerja
Biro dan hasil evaluasi tahun scbelumnya sert

a sumber data vang
untuk digunakan sebag

ai pedoman pelaksanaan tugas ;
an tugas dan memberik
dengan memberikan arah

2. Mendistribusilk a petunjuk kepada bawahan

dan secara tertulis maupun lisan sesuaj
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dengar permasalahan dan bidang tugasnya masing - masing agar
tercapai elektifitas pelaksanaan tugas ;

3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pednman, norma,standar
prosedur dan  petunjuk  teknis  peyelenggaraan  kebijalkan
perckonomian dan SDA yang meliputi tata usaha biro, analisis
ckonomi makro dan mikro serta sumber daya alam untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan
aparatur dan masyarakat ;

4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksaannya tepat waktu dan
tepat sasaran ;

5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang Tata Usaha

Biro, analisis ckonomi makro dan mikro serta sumber daya alam

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja ;

Menyelia penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijalkan

daerah di bidang analisis clonomi makro, analisis ekonomi milro,

sumber daya alam dan tata usaha ;

=1

Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis

ckonomi mikro, sumber daya alam dan tata usaha 2

Menyelia  penyusunan langlah -langkah operasional analisis

perskonomian daerah dan sumber daya alam sesuai ketentuan

yang berlaku untuk meningkatlan ekonomi masyarakat :

9. Menyelia  penyusunan langkah-langkah pengembangan dan

analisis perekonomian dacrah dan sumber d
agar menciptakan perlindungan d

peningkatan aya alam
an pemanraat sumber daya alam
sccara optimal ;

10.

Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan analisis ekonomi makro
analisis ckonomi mikro, dan summber daya alam melaluj sosialisasj

rapat koordinasi
program kerja untuk menin

sarasehan, lokakarya, dan rapat kerja sesuai

gkatkan peran serta aparatur dan
masvarakat ;

1'l. Mengatur dan menyelenggarankan peleyanan informasi analisis
ekonomi makro, analisis ckonomi mikro dan sumber day

a alam
serta memantau dan meng

Koordinasikan pelaksanaan tugas di

lapangan  berdasarkan encana Kkerja untuk

kelancaran
peluksunaan teas
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2, Menpevaluasi pelaksanaan tugas hagian kebijakan perekonomian
dan  sumber daya  alam  melalui rapat  sesuai hasil vang
dilaksanakon  uniuk  mengetahui permasalahan dan mencari

solusinya

Melaporkan  hasil  pelaksanaan  kekgintan  bagian  kebijakan
perekonomian dan sumber daya alam berdusarkan rencana kerja
sebagai bahan pertanggungjawaban dan imasukan bagl atasan

14, Memberi petunjule kepada bawahan dalain meningkatakan disiplin
sesual ketentuan yang berlalku agar teciptanya ASN handal,

profesional, beretilza dan bevmoral

O, Melalksanalan tupgas lkedinagsan lain yang diberikan oleh atasn bailk:
secara lisan maupun tertulis scuai tupgas dan fungsinya untulk
kelancaran pelaksanaan tugas,

b. Bagian BUMD dan BLUD
. Merencanukan  langkah-langkah  operasional  bagian  BLUD

berdasarakan rencana  lkerja Biro dan hasil evaluasi tahun

schelumnya serta sumber data yang untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

2. Mendistribusikan tugas dan memberika petunjuk kepada bawahan

dengn memberikan arahan sccara tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan hidang tugasnya masing — masing agar

tercapai efcktifitas pelaksanaan tugas

Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar
prosedur dan petunjule teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan BLUD untule mewujutlan  pelayanan yang cepat, tepat
berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat ;

‘4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksaannya tepat waktu dan

tepat sasaran

“

Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang BUMD dan
BLUD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja ;

(. Menyelin: penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan
evaluasi penyertaan modal Badan Usaha Milik Dacrah ;

7. Menyclia penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis
(RB) Badan Usaha Milik Daerah ;

8. Menyelia penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dan tasilitasi rekrutmen pengurus Badan

Usaha Mililkk Daerah
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0o

10.

12.

1%

185.

16.

18.

19.

Menyelian penyiapan

- Menyelia penyiapan bahan pe

Menyelia Penyiapan bahan pembentukan Badan Usaha Milik
Dacrah dan anak perusahaan

Memberi petunjuk pengumpulan data kelembagaan dan usaha

terkait penvusunan profil dan kinerja Badan Usaha Mililk Dacrah
mstivnent  pernantauan,  cvaluasi o don

pelaporan Badan Usaha Milik Daerah ;

Memberi petunjuk pengumpulan data Badan Layanan Umum

Daerah ;

Menyelia pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kinerja Badan

Layanan Umum Daerah :

nyusunan petunjuk pelaksanaan
kebijakan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah :

Menyelia penyiapan bahan dan melaksanakan analisis rencana
stralegis bisnis dan pengembangan kerjasama Badan Layanan
Umum Daerah ;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian BUMD dan BLUD melalui

rapat - sesuai  hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui

permasalahan dan mencari solusi :

-Melaporkan hasil pelaksonaan  kegiatan BUMD  dan BLUD

berdasarkan rencana kerja scbagai bahan pertanggungjawaban

dan masukan bagi atasan :

Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin

sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta ASN yang handal,

profesional, beretika dan bermoral ;
Melakasanakan tugas kedinzsan lain yang diberikan oleh atasan

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

¢. Bagian Administrasi Pembangunan

1.

13

Merencanakan langakh-langkah operasional bagian administrasi

pembangunan berdasarkan rencan kerja biro dan hasil evaluasi

tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawah
dengan memberi arahan secara

an
tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing

tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

agar

Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar,

prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi

pembangunan  yang meliputi pengendalian administrasi

pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan pelaksanaan

20

Dipindai dengan CamScanner



pembangunan untuk mewujutkan pelavanan yang cepat, tepat

berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;

4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawanan berdasarkan rencana

kerja yang telal ditetapkan sgar pelaksonaan tepat waktu dan

tepai shsa ran;

Menyelia penyusunan laporan pealksanaan dikidang pengendalian
adminsitrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan

pelaksanaan pembangunan scsuai prosedur dan ketentuan yang
berlalu sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah dibidang  pengendaliun administrasi pelaksanaan

pembangunan dacrah, pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

~l

Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat  daerah  di bidang pengendalian administrasi

pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi

Jclalcsmma n CITIbﬂI’l‘TLlna n wilayah dan elaporan elaksanaan
=] Y )’ p p
pem bQI]D”Ll nan,;

Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah (erkait pencapaian tugas kebijakan, dampak

yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan wilayah, dan pelaporan peiaksanaan pembangunan;

Menycelia: penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data dan

informasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
dacrah provinsi dan tugas pembantuan provinsi yang dikelola olch
masing-masing perangkat daerah provinsi yang dibiayai dari d
APBN,APBD dan DAK berdasarkan rekap

agar tersedia data yang dibutuhkan;

ana

an data dan informasi

10. Menyelia. penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data dan

informasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

dacrah kabupaten/kota berdasarkan rekapan data dan informasi
agar tersedia data yang dibutuhkan;

11. Menyelia penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data atau

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
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12. Mengevaluasij pelaksanaan tugas bagian administrasi

pembangunan melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk

mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

13. Melaporkan  hasij) pelaksanaan  kegiatan bagian administrasi
pPembangunan berdasarkn, rencana kerja sebagai bahan

pertangsungjnwaban dan masukan bagi atasan;
11. Me

mberi petunjuk kepada bawahan dalaim meningkatkan disiplin

sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,

profesiona], beretikan dan bermoral;

-Melaksanalkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik scceara lisan maupun: tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
Secara rinei pama Jabatan  pada  Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Biro Perekonomi dan Administrasi Pembangunan;

2. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a. Kepala Sub Bagian Tata Usahq Biro;
L.

Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro;
¢ Kepala Sub Bagian Sumber Duava Alam.

3. Kepala Bagian Badun Usaha Milik Dacrah dan Badan Layanan Umum

Daerah

a. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;

b. Kepala Sub Bagian Badan Layanan Urnum Daerah.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

o, Kepala Sub Bagian  Pengedalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Dacral,:
b, Kepala Sub Bagian Penge

ndalian  Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan Wilayah;

c. Kepala Sub Bagian Pclaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2.2 Sumber Daya Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan
Dalem  rangka menjalanlan tugas pokok dan fungsi Birg

Perekonommian  dan Administrosi Pembangunan Sekrelariat Daerah

Provinsi NTT didukung oleh pejabat struktural yaitu Kepala Biro, 3
orang Kepala Bagian dan 8 orang Kepala Sub Bagian dan 392 orang staf,

dengan rincian sebagai berikut ¢
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Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro Ekonomi dan AP Setda NTT

No

]
9}
3
4

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon

Jabatan

Kepala Biro
Kepala Bagian
Kepala Saly Bagian

Staf

Jumlah

h_"Jumlah Eselon % Ket

[ -8 | i
i .

; nm-A
IV-/ |
50 - -’ ’
= = | SE—
44 orang i |

Tabel 2. 2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Pendidikan Jumlah
Golongan IV a 7 orang '
Golongan I11 31 orang |
Golongan ] 6 orang
Golongan I - |
Jumlah 44 Orang |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan AP Setda Prov NTT

Jumlal

1 SDM Pegawai pada

Biro

Perekonomian dan Administrasi

Permbangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan awal tahun

2021 adalah sebanyak 44 orang dengan perincian sebagai berikut:

il

a. Laki-laki

Jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin :

22 orang
b. Perempuan 22. orang
2. Jumlah PNS dirinci menurut tingkat pendidikan :
a. Doktor : ! orang
b. Magister 7  orang
¢. Sarjana 292 orang
d. Diploma 1 orang
c¢. SMTA 11 orang
[ SMTP - orang
L] D) - orang
Jumlah 44  orang
3. Jumlah PNS dirinct menurut golongan :
w. Golongan IV/e - orang
. Golongun IV/d - orang
¢, Golongan IV/c 1 orang
d. Golongan IV/b 3 orang
e.  Golongan 1V/a 3 orang
. Golongan l1/d 12 orang
g, Golongan lll/c 7  orang
h. Golongan llI/b 7  orang
i. Golongan Ill/a 4  orang
j. Golongan II/d - orang
k. Golongan II/c 2 orang
l.  Golongan IlI/b 2  orang N
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=.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembanguan

. o) )
wo P

cronomian dan Administrasi Fembangunan merupakan Biro
vang baru dibentuk  dan  merupakan penggabungan antara Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kinerha pelayanan pada

MIrey Dl

rekonomian dan Administraer D, mbangunan dapat di sampatkan

.
byt T 23

Wi I~C .

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Peranglkat Daerzh

=M NC S s R ..-....,, - R IR
Moat NZRaAER \-1'._-1-’. EEWEL T <l
L NONIEN e T . e E
TR Y ) TN 2 T Tau . lies : i -
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Dari tabel T-C.23 dapat di lihat bahwa indikartor kinerja nomor 1

Untuk Tahun 2019 dengan Jumlah target kerja sama sebanyak 33 Kerja

sama dan realisasinya sebanvak 82 Kerja sama crau mengalami kenaikan

melebihi target sebesar 154,72 %, dan untuk Tahun 2020 dengan jumlah

target Kerja sama sebanvak 53 kerja sama dengan realisasinya sebanyalk 50

herja sama atau mengalami kenaikan melebihi target 98,11 %. Namun jika

Jd
2019 reulisasin a menurun yang diakib..: an

leh domnale d

indikator nomor 2.3 3.+ dan 3

ata —

rata menunjukan realisasi 100 70 dengan tidak terpengaruh pada kondisi
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Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah

rhm W W e e — ! =
Ratio antara
f Realiasi Anggaran pada . Ratasala
T Uraian Anggaran pada tahun tasgn Realisasi dan pertumbuhan
 No Anggaran
2019 2020 2019 2020 2019 | 2020 |Anggaran| Realisasi
[
| felanja Daerah ST87767000) 1,934 181363 6057675 34| 1.806.823,504(92.50 (93,37 [ -199.24]  -A96.45
L [Belania Tk Langang |  — A S
e | Be L Pegasa 0 1 0 0 0 0 0
| [Belania Langsung S634.027,000 | 1934 161,963 | 5350575242 | 1605923 534[95.07 (9337 | A91.29] 19645
I Belania Pengavai 251450.000 439.950,000| 214300,000| 422,857 070]85.23 (9642 8y 4932
|2 [Belanja Barang Jasa 5,508,837,200( 1422.211,363 | 5131775342 | 1,311,006 554[02.82 [92.18 283,75 29143
Belaya Modal 7500000| 72000000 7500000 | 72,000 000100.00 |100.00 8958 9.8
Jumloh Belania S787,787.200 193,161,363 | 5353575302 1,805,923 5%[9250 937 | 0.2 19546

Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa anggaran pada tahun 2019
lebih besar dari tahun 2021, Dari taliun 2019 berjumlah 5.634.027.000
turun menjadi 1.805.923.524 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh

refocusing anggaran yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19. Akhirnya

hal tersebut juga berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan. Namun

sccara

dengan

keseluruhan semua target yang diberikan dapat direalisasika

baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro
Perkonomian dan Administrasi Pembangunan

2.4.1 Taatangan

2.4.2

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

pelayanan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah :

1. Belum memadainya kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki
ASN Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

2. Pelum optimalnya Managemen Adminstrasi perkantoran.

S Ketersediaan ATK Biro hurang memadai.

4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

5. Belum stabilnya Perekonomian Daerah

Peluang/Oppotunities

Peluang sangat diperlukan dulam pelaksanaan tugas, untuls ity

berbagai peluang yang ada dalam pengembangan pelaksanaan

tugas dan  fungsi  Biro  Pckonomian dan Administrasi

Pembangunan:

a. Tersedianya Peraturan l’crundang—undangan yang mendukung
berupa : Peraturan Daerah peraturan Guhernur dan Keputus

an
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C.

Gubernur yang mendukun » pelaksanaan tugas pokok dalam

mendukung pengambilan kebijakan ckonomi dacrah;
Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara

Bagian dan  Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi

!’cmbanguan;

Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan
dan kelautan, industii dan pariwisata, scktor jasa dan
perdagangan  potensi  investasi yang belum dikembanglan
secara optimal di Provinsi NTT:

Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok,
fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang
berlaku;

Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi
dan Administrasi Pembangunan;

Adanya loyalitas staf kepada pimpinaa.

27
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Masalah

kenyataan (das Sein). Potensi

adalah

kesenjangan

antara

harapan

(das Sollen)

dan

permasalahan pembangunan daerah pada

umumnya timbul dari kelcuatan vang belum didavagunakan secara optimal,

kelemahan  yang tidak  diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan

reaman vang, tidale diantisipasi,

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan olch Peranglkat Daerah dalam perencanaan strategis yang

berdampalk signifikan  bagi tercapainya lujuan dan sasaran Pemerintah

Dacrah dan Organisasi Perangkat Dacrah dengan karakteristik bersifat

penting, mendesak dan berjangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Biro

Pembangunan

Perekonomian

dan

Adminitrasi

Permasalahan secara internal dan eksternal yang dihadapi oleh Biro

Pereckonomian dan Administrasi Pembangunan ke depan pada tahun

2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarakan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

kompetensi
akademik

jabatan struktural

No [ Masalah Pokok Masalah Akar masalah i
1. | Sumber Daya Manusia |
Belum Belum terisinya | Berlarut-larutnya
memadainya semua jabatan | penyelesaian
kompetensi dan | Struktural dari | Peraturan Daerah
ketrampilan Eselon 11 hingga | terkait, di
yang dimiliki | Eselon [V dalam | Kemendagri  akibat
ASN Biro | Struktur Biro | dari Covid-19.
perekonomian Perckonomian  dan
dan Administrasi | Adminsitrasi
Pembangunan | Pembangunan.
) ‘ 7 Masih terdapat | Belum |
| jabatan siruktural | dipertimo.ngkanya
vang diisi yang | pertimbengan Biro
belum sesual dengan | dalam pengisian

Masih terdapat
jabatan  fungsional
umum vang belum
memiliki I
kemampuan  teknis
dalaun operasi
komputer.

Adanya perekrutan
PNS dari golongan
tenaga honorer.
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e A SRS
e i et

===

adanya |

[ Kurangnya  inovasi | Belum
.

! | pelayanan oleh ASN | motivasi ASN  dalam |
- f | melakukan Inovasi |
2. | Adminristrasi Perkantoran - ;
Belum Belum  berjalannya | Kurang lancarnya l
optimalnya SPBE (aplikasi E- | akses di Biro menjaci |
N[i]l‘l(’lg(’,m(‘ﬂ N”(Ii) dalam l hambatan dalam
Adminstrasi administrasi apiikasi E--Nadi
| perkantoran perkantoran
Belum adanya | Belum adanya acuan
survey lkepuasan | dalam melakukan
masyaraical survey kepuasan
—1 o - masyarakat
Belum sinkronnya | Alokasi anggaran
Perjanjian Kinerja | belum berbasis
dengan alokasi | Perjanjian Kinerja.
— _anggaran -
Kinerja Individu | Belum dibenahnya
belum dijadikan | pcrangkat keras dan
\ dasar dalam | perangkat lunak
! penetapan dalam penilaian
\

tunjangan tambahan
| penghasilai.

kinerja individu oleh
BKD

|

i Belum PPK online ASN Biru |
L diterapkannya  PPK | yang  diajukan ke |
online harian dan | BKD belum
bulanan diverifikasi.
Pembangunan Zona | Kurangnya dukungan
[ntegritas masih | anggaran dalam
bersifat formal pembangunan zona
integritas.
Rendahnya ASN | Rendahnya
yang menvampaikan | kesadaran ASN dalam
LHKASN dan SFT | penyampaian LHK
| tahunan ASN
Lambatnya Lambatnya suply
penyampaian LAKIP | bahan dari bagian
dan LKPJ PD dalam  penyusunan
LKPJ dan LAKIP
Pelaksanaan Kurang didukung
reformasi  birokrasi | anggaran
belum optimal
= Pembangunan Kurang didukung
\ ; budaya lerja belum | anggaran ‘
' |  |optmal !
;'7’ i Banvak tugas Biro | Akibat dilakukzum_vu‘;
[ tertunda shift dalam masulc
penyelesaiannya keluar kantor sebauai ‘
| dampak Pandemi
| covid-19
T—BT{P (Barang Habis Pakai), Sarana dan Prasarana
| a. Ketersedia | Kurangnya  alokasi | Akibat refocusing
an  ATK Biro | anggaran anggaran dalam
Kurang penanggulangan
__memadai_ ' Covid-19
L]
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b. Sarana

| Ruang l(w]v]:[' Biro [ Semua unit AC
dan prasarana Kurang nyaman | ruangan Biro dalam
yang belum | dalam bekerja keadaan rusak
|_memadaj
Tidak ht}-rscdianya Belum tersedianya
fasilitas rapat virtual | anggaran
— kelompok
Ruang rapat Biro | Belum tersedianya
sangat sempit | anggaran
schingga lturang
g i L akomodatil = =
Masih terdapat | Belum tersedinyn
pejabat struktural | anggaran
yang, belum ;
difasilitasi - dengan ’
Laptop |

| Masalah Eksternal |
Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah
Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA

a)Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro édan Mikro

1. Belum a. Dampak dari |a. Penerapam
stabilnya Pandemi Covid-19 |  protokol kesehatan
Perekonomian
Daerah

b. Rendahnya b. Ketatnya
tingkat persaingan usaha
pendapatan di sektor ekonomi

c. Fluktuasi harga |c. Belum

bahan kebutuhan memadainya
pokok I infrastruktur

perdagangan dan
sarana prasarana

~ ekonomi |
/0. Pertumbuhn a. Pelaku ckonomi | Kurangnya ul{:;cﬂ
ckonomi yang sebagian besar | permodalan dari
masih masih  tergolong | Usaha Mikropada
didominasi usaha mikro yang | LKB dan LKBB
kontribusi memiliki modal
usaha besar usaha skala
dan konsumsi mikro.
rumah tangga.
r b, Tidalt meratanya | Produk unggulan
‘ penycharan lokal masih bersifat
investasi  antara | komparatif dan
Kabupaten/Kota belum bersitat
kompetitif
3. Rendah akses | Masih rendahnya | Penyaluran KUR, UM]I
UMKM alas | penyaluran KUR, | dan penerapan SIKP
pembiayaan UML dan pencrapan | melibatkan banyalk
KUR, UMI dan | SIKP stakehaolder

Penerapan
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tersosialisasiny |

Qa Kebijakan
UMKM  secarn
merata

5. Kurangnya

‘I aKses

I permodalan

| UMKM baik
i dari lembaga
| kecuangan

Bank maupun
non Bank

| Keter
| Keterbatasan
anggaran

Luasnya wilayah NTT
dengan  karakteristik
kepulauan

Kebanyakan  UMKM

kurang memiliki
anggunan dalam
melakukan

pinjaman ke

lembaga keuangan.

Kurangnya fasilitasi

Instasi terkait
terhadap UMKM
dalam akses
permodalan

|
|
[7. Kurangnya

. Banyak UMKM
yang belum
memiliki  mitra
usaha  dalam
berusaha demi
kontinuitas
usahanya

Kurangnya fasilitasi
pemerintah  daerah
dalam menciptakan
kemitraan antara
usaha skala kecil,
menengah, maupun
skala besar

Kurangnya dorongan
bagi instansi terkait
dalam menciptakan
kemitraan antara
usaha skala kecil,
menengah, maupun
skala besar

diversifikasi
produk UMK

Kurangnya
pembinaan  Intansi
terkait

Kurangnya dorongan
bagi instansi terkait
dalam pembinaan
UMKM terkait
diversivikasi produk

8. Kurangnya

Kurangnya fasilitasi

Kurangnya dorongan

sistem instansi terkait bagi instansi terkait

digitalisasi dalam melakukan

pada UMKM digitalisasi pada
UMKM

' l_;)iSL_ll) Bagian Sumber Daya Alam

1 Belum
terdapat
kebijakan
terkait  HHBK
di Provinsi NTT

Baru
terselesaikannya
identifikasi HHBK
Unggulan

Tingkat diversivikasi
HHBK yang tinggi di
NTT

<

s
(O3]

|So]

.Masih
rendahnya
Produksi  dan
Produktivitas

~ SDA

Pengelolaan SDA
belum optimal

Kurang pembinaan
dari [nstansi terkait

Lambatny«
penyesuaian
kebijakan
pertambangan
di daerah
dengan
perkembangan
masyarakat
dan yuridis
tingkat pusat.

Cepatnya perubahan
kebijakan
pertambangan
tingkat pusat

Rendahnya tingkat

kepercayaan
pemerintah pusat
kepada  pemerintah
daerah dalam
pengelolaan
pertambangan

4,Biota perairan
terancain
punah

Kurangnya
kesadaran
masyarakat  dalam
konservasi perairan

Kurangnya sosialisasi
dan penegakan
hukum oleh instansi
terkait

Dipindai dengan CamScanner



v 5. Ratio T
j cleletrifilen s

i dacrah masih

terldentilikasi
Sentra
Komoditj
Unggulan
pertanian,
Pelernakan,
Perkebunan
dan Perilkanan
di daerah
V7 Masih
rendahnya
Potensi

e s

belum adanya
diversifikasi sumber

energi listrik

Masih kurangnya
lkebijlcan daerah
terkait diversivikasi

Sumber Energi listrik |

Luasnya perscbaran
Komoditi
pertanian,
peternakan,
perkebunan
perikanan di dacrah

Kurangnya SDM dan

Kurang

dunin usaha dalam

unggulan | pembiayaan
dan
tertariknya | Pengembangan  EBT

dan SDA memerlukan

pengembangan  EBT | investasi yang besar.
pengembangan | dan SDA
_ EBT dan sDA
;‘ II. Bagian BUMD dan BLUD
x \‘ I Menajemen Belum Kurangnya
| |  BUMD dan | diterapkannya  God | pembinaan  instansi
| BLUD yang | Corporate terlkait
} kurang Governace,
[ professional
dan kurang
| berkinerja.

“ 2 Belum BLUD Belum | Kurangnya
mandirinya sepenuhnya pembinaan instansi
keuangan berorientasi bisnis. terlkait
BLUD.

IIl.Bagian Administrasi Pembanguan

o | 1 Perencanaan
Pembangunan

e-Planning  Provinsi
belum terkoneksi

Belum diterapkannay
e-Goverment

secara
daerah vang | dengan c- planning | terintearasi
belum Instansi vertikal di
‘ integrasi. daerah dan e-
i planning
‘ kabupaten/Kota
‘ -~ | 2 Terlambat | Terlambatnya proses | Terlambatnya
nya laporan | pemilihan Penyedia penctapan pelaku
‘ realisasi  fisik pengadaan barang
3 dan keuangan. dan jasa
[ 3 Adanya 1. Lemahnya Belum diterapkan
b temuan koordinasi antar | Good Governance
ketidakceocoka lembaga
n laporan pelaksana
realisasi  fisik pembangunan
dan  keuangan
dengan fakta
lapangan. :
I 2. Belum Tidak tersedianya
terbangunnya anggaran monev
sistem monev | pelaksanaan  APBD

yvang memadai

dan APBN

Dipindai dengan CamScanner

(")

[ 3]



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Ausa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang merupakan

kaidah penuntun pembangunan dacrah yang memuat arah kebijakan

dun target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan

Negara  Timor Leste  dan  Dberbatasan laut dengan Australia

berkomitmen untuk menjapga lkeutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.  Untuk mewujudlian  harapan  tersebut  maka  Visi

Pembangunan Provinsi Nusa Tengpara Timur Tahun 2018-2023 yaitu !

“NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM

BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Misi Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Biro Perckonomian dan Administrasi

Pembanguran Misi V, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan untuk menjawab Visi Kepala Daerah 2018-

2023 maka digambarkan sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Biro
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Provinsi dan kebijakan kepalah daerah serta masukan dari
komponen masyarat untuk meningkatkan pelayanan

penyelenggaraan pemerintahan;

o

Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penetapan
Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis {RENSTRA) Biro dan
masukan dari komponen masyarat untuk digunakan sebagai

pedomon pelaksanaan Tugas;

E.J

Merumuskan kebijakan, pedoman, standar,norma dan petunjuk
teknis Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, BUMD dan
BLUD serta Administrasi Pembangunan dengan berpedoman pada
ketentuan dan perturan yang berlaku untuk mewujudka perangkat
dacrah berbasis kinerja;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak
terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program
kerja;

5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat

daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan stadar

o],»cru:sinul prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

12
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yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang
lebih baik:

6. M"“.‘»’DO!‘dirmsiknn Pe€nyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis  pelaksanaan di bidang perekonomian dan administrasi
pembangunan yang meliputi kebijakan perekonomian dan sumber

daya alem, BUmp dan BLUD serta administrasi pembangunan;

7. Mcngoordinasikan pelaksanaan  menitoring  evaluasi  dan
bengendalian kebijakan perekonomian dan sumber dava alam,
BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;

8.

Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi
serta sumber daya  dibidang perekonomian dan administrasi
pembangunan;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil

yang dilaksanakan untul mengelahui pelaksanaan dan mencari
solusinya;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta

maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk

menyelesaikan permasalahan meliputi kebijakan perekonomian dan

sumber dayu  alam, BUMD dan BLUD serta  administrasi
pembangunan;

11. Melaksakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan

berundng-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang

handal, profesional, beretika dan bermoral;
2. Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan

kKinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yvang

berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik

sccara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya uniuk

kelacaran pelaksanaan tugas.
3.2.1 Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tersedianya Peraturan Perund:mg—undangan vang

mendukung berupa @ Peraturan Daerah peraturan Gubernur

dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan

tugas pokok dalam mendukung  pengambilan kebijakan

ekonomi daerah;

b. Tersedianya Sumber Dava Manusia dengan jumlah yang

memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing,

Dipindai dengan CamScanner



C. Adse : . . . il ni
Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik

antara Bagian dan = Sub Bagian dalam Biro Ekonomi
Administrasi Pembanguan:
Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan
dan kelautan, industri dan pariwisata, sektor jasa dan

perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan
secara optimal;

¢. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok,
fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan
yang berlaku;

f. Tersedianya  struktur organisasi dan uraian tugas [Biro
FEkonomi dan Administrasi Pembangunan,;

g. Adanya loyalitas stal kepada pimpinan.

3.2.2 Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah

4. Kurangnya tenaga professional untuk melakukan

perencanaan pengembangan ekonomi daerah;

Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

¢. Masih terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan
program kegiatan yang telah direncanakan dan untuk
peningkatan kualitas sumber daya aparat melalui
pendidikan non formal;

d. Program yang berkaitan erat, belum saling mendukung
untuk pengembangan ekonomi daerah;

v Tersebarnya potensi ekonomi yang belum tergarap dan sulit
untule dijangkau karena secara geografis, Provinsi Nusa
Tenggara Timur adalah Provinsi Kepulauan serta minimnya
sarana dan prasarana pendukuing pengembangan potensi
ekonorni daerah;

f. Data Base yang masih belum alurat, valid dan reliable;

)

Sistern pertanahan yang belum mendukung kegiatan

investasi;

h. Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta
pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan
scktor Ekonomi dan Pembangunan;

i, Belum terciptanya Kkemitraan yang harmonis AR

pemerintah dan Dunia Usaha/Swasta;

s
N
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J- Perkembangan komoditi yang beluin berorientasi pasar dan

masalah kualitas produlksi serta lcontinuitas produksi;

Ferbatasnya kualitas aparatur maupun masyarakat yang

dikaitkan dengan pengembangan teknologi produksi;

3elun Optimalnya peran Jembaga rkonomi rakyat (Koperasi,
Usnhag Mikro, Keeil
Daeraly |

dan Menengah dan Lembaga [Skonomi
ainnya);

m. Masil terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap

scktor permodalan,

Sistem pengendalian dan monev Administrasi Pembangunan
yYang belum memadai dan terintegrasi,

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Kementerian / Lembaga yang terkait crat dengan tugas dan

fungsi Biro Perekonomian dan Adiministrasi Pembangunan dalam

pembangunan Ekonomi dan Pemb

angunan dacrah, salah satunya
adal

ah Kementerian Koordinator Bidang Ekoromi. Visi Kementerian
Koordinator Bidang Ekonomi adalah “Terwujudnya Koordinasi,
Stnhronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi yang Efektif

can Berkclanjutan,”  Visj ini mendukung Visi Presiden yakni

yang  Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan

“Terwujudnya Indonesia

Gotong Royong”. Visi terscbut

disusun  berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen

organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar

kepribadian  organisasi yang profesional, integritas, inovasi dan
responsibility.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi
yang sesuai dengan peran Kemenlerian Koordinator Bidang Ekonomi

yakni : “Menjaga dan  memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi

penyusunan  kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Ekonomi dan Pembangunan”. Misi tersebut merupakan langkah peran

fungsi Kementerian  Koordinator Bidang  Ekonomi dalam

mengupayokan/memastikan misi Presiden antara lain “Mewujudkan

Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera

corta Mewgiedkan Bangsa yang Berdaya Saing”, yang Pelaksanaannyz
divwujudlkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di aras, dirumuskan tjuan

Kementerian Koordinator Bidang konomi dan Pm“billlgunan;
. Terwujudnyva  pertumbuhan  ekonomi vang  inklusif .
herlkelanjutan.
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2. r]*crwujudn_ya kinerju organisasi yang baik.
Tujuan tersebue gj atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan
kel)i_in}::m/|)1'(J;{|‘nrn sektor/lintas  sektor di  bidang  ekonomi
SemnUnyal komitmen yang tingei meningkatkan kinerjanya dengan
Aeiogal Dengin mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang
dimaksud, maica target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN
2020-2024 dapat diwujudkan, schingga pada akhirnya sasaran

bembangunan i bidang Ekonomi dan Kerja Sama yang berwawasan

11“111“111[3011 dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh

kawrena i, Ubaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi,

antara lain difokuskan pada target sasaran wmakro ekonomi, target
sisaran kedaulatan pangan, tarpgel sasaran kedaulatan energi, target

sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan

air.

Selanjutnya, Rencana Strategis masing-masing Unit Kerja Eselon
I pada Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi juga menetapkan
tujuan dan sasaran strategisnya. Deputi Koordinasi Bidang Pangan
dan Pertanian, sesuai RPJMN 2020-2024 mengedepankan “Kedaulatan
angan” sebugai  salah  satu agenda  priorotas  nasional yang
merupakan amanat Trisakti dan Nawacita, khususnya Nawacita ke-7,
yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan
Scektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Dalam RPJMN 2020-2024
disebutkan bahwa sasaran utama prioritas nasional bidang pangan
pada intinya ditempuh untuk memperkuat pilar-pilar ketahanan
pangan melalui @ 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan
yang bersumber dari produksi  dalam negeri; 2) Terwujudnya
peningkatan  distribusi dan  aksesibilitas  pangan; 3) Tercapainya
peninglkatan  kualitas  konsumsi pangan dan gizi masyarakat; <)
Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; 5) Peningkatan
kesejnhteraan pelaku utama  penghasil bahan pangan; dan 0)
Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air).

Di Bidang Ekonomi Dacrah dan Sektor Riil, Deputi Bidang
Koordinasi  Ickkonomi  Makro dan  Keuangan Kemenko Ekonomj
menyebutkan bahwa terkait dengan besarnya kontribusi ekonomi
daeraly dalam pembentukan intlasi, maka kebijakan strategis yang
ditempuli adalah melakukan Koordinasi Pengendalian Inflasi pada
tinglkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Faktor yang paling

dominan dalam mempengaruhi inflasi adalah dari volatile food inflation

ang lebih cenderung memerlukan penanganan melalui kebijakan
B =

»d

-
a3/
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Pemerintah, Langkah kebi

mendorong Pendirian py

sat Infor

dan 2 akuk
) melakukan Penvusunan

engendalian inflg

T g
> S1.

Selni ey firg Mikro Kecil da
lain i, dengan melihat akses kredit Usaha Mikre Kecil dan

Menern oad I . - - e

menengah (UMkm) nasional yang hanya 20°% dari toal kredit. o

lingkatan akses pe
i

Koordinasi dengg

upavyg a . R : et Alalniian
Paya pe ndanaan UMKM di daerah dilakukan
'\ pemerintah pusat dalam mendorong pendirian

Peruas e e oy s ' ;
¢rusahaan Pernjamin Kredit Daerah. Upava lain terk

2]
v "'
(23
(1]
)
e
i
B
7]
[4]
n

pendanaan S€rta penurunan harga komoditas petani pada musim

a ~ 1 47 . s < 1 n
panen, perlu dikembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana

S U S 3 il i harga
pembiavaan dan upava tunda juai untuk menjaga fluktuasi harga.
\1

Visalah van

sering dihad

tani pada umu

usIm panen harga komoditas mengalami penurunan, semen e

Petant jusa membutuhkan moedal usaha

tanam berikutnya. Unruk mengatasi masalah itu maka pada ahun

2012 dibentuk Task Force Nasional SRG.

Arah  kebijakan umum dalam bidang pengelolaan energi

sumberdayva

alam  dan lingkungan hidup adalah peningkatan
pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam mencakup

penimgkaten produktivitas sumber dava hutan, mengoptimalkan nilai

tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang

[SS VoYL

lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber dava

energi, meningkatkan efisiensi dan pemeraiaan sumber daya energi,

mempercepat  penyediaan  infrastruktur  kelistrikan, menjamin

ketahanan  energi untuk mendukung  ketahanan nasional,

meninpkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman
havau Indonesia yvang sangat kava, meningkatkan kualitas lingkungan

hidup dan penanganan perubahan iklim.
Norme Pembangunan yang diterapkan dalam RPJIMN 2020-2024
menekankan bahwa aktivitas pembangunan tidak boleh merusak,

menurunkan  dava dukung  lingkungan  dan mengganggu

keseimbangan  ekosistem.  Sementara  itu, salah satu  dimensi

pembangunan sektor unggulan pembangunan nasional adalah dengan

prioritas kedaulatan energi dan ketenagalistrikan Yang dilakukan
dengan memantaatkan sebesir-besarnya sumber dava energl (oas,
batubara, dan tenaga air) dalam negeri. Sasaran utama penguaran

ketnhanan energi yvang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2004
et tannarle (SR <=2
adulah: menguatnya ketersediaun energi primer dari produksi minyvak

bumi  vang didukung oleh produksi gas  bumj dan  barubara,

(o

A
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m’(-mru’.kntny:t pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan
di dalam negeri, terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen.
l’,(-m(-nturinn/L(:rn]mg:n lain yang juga menjadi fokus telaahan
terlaait koneijgi biofisik dan konomi dacrah dalam penyusunan
Renenng Stratepia Birg lkonomi dan Administrasi Pembangunan

Setdu Provimae o ) .
' Provinai Nusa Fenpeara Timur - adalah Kementerian Pertanian.
Rencana Strateia
WHILE Slratems Kementering Pertanian inenyebutkan bahwa pada
RPIMN tahap-| (2020-2024)
ol bl

penting dal

seltor pertanian masih menjadi seltor
am pembangunan clkonomi nasional. Peran strategis sclitor
pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian
dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang
PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama
pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan

bioenergi, serta berperan dalam upaya perurunan emisi gas rumah

lkaca,

Scjalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)
2015-2045, perrlbungunan selktor pertanian dalam lima tahun ke
depan (2020-2024) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk
Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor
pertanian sebagai penggerak  transformasi  pembangunan  yang
bermibang  dan menyeluruh  mencakup  transformasi  demografi,
clonomi, intersektoral,  spasial,  institusional, dan tatakelola
pembangunan. Paradigma terscbut memberikan arah bahwa sektor
pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk
memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi
juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor
utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian
memiliki fungsi strategis  lainnya termasuk untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan
un-lain) serta fungsinya sebagad penyedia sarana wisata (agrowisata).
Memposisikan  sektor  pertanian dalam pembangunan nasional
merupakan lkunei utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia
yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. NAWA CITA atau
apenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian
ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia
sebapai bangsu dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan
raloyatiyu secard berdaulat.

. Kedaulatan  pangan diterjemmahkan dalam bentuk kemampuan
hangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi
(2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3)

dalam negert,
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1 dn TTYv
= RN menyejnhterakay betani sebagai pelaku utama usaha

Pertanian  pyyye.
: Pangan. Dengan i lain, kedaulatan  pangan  harus
mulai dari gwqepr
| I swasembag Pangan vang seenrn bertahap diikuti dengan
Pehingkatan i)

nilai by Hstha - pertanian - secara luas untuk

meningkatkay lu'm-jnlnvrn'm
! »

li petani. Menghadapi  dinamika
npkungon stratepi |
‘ strategis vap, sangat dinamis, potensi Ekonomi dan

I‘:-ml):uu.' Y
24 Semula diger e

\ll“l” ,V”n}'
I)‘\h'[n h. . .
< 1 ass : . - $ ekt

HRUasal fosil ditungu untuk dilakukan transtormasi menjadi

an balkny baru

kan oleh sumberdaya enerpgi dun

berbasis e
asis bal an-terbarukan uramanyva bahan balku

hayati,

E N e Q) 2o 1 i ‘

ra revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi

revolusi teknologi

berakhir dan dipg

industri . . . . i
ustri dan informasi berbusis bahan fosil telah

mtikan oleh e revolusi biockonomi yang digeraklkan
ey B\ 0 \ . . . .
oleh  revolyg; bmlvlumlngl dan bioenjinering  yang  mampu
menghasillan biomasa sebesar-besarnya untuk  kemudian  diolah

bahan pangan, pakan. encrgi, obat-obatan, bahan kimia dan
Leragam bioproduk lain

menjadi

secara berkelanjutan.  Selain  menjadi
benghasil utama bahan pangan. pertanian juga dituntut menjadi
sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidro-
karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau
yvang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan

menjadi Revolusi Hayati (Biorcvolution).  Untuk  itu, pendekatan

pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah

pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan

terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yvang lebih luas dan

skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil  evaluasi selama
periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana
tertuang dalany SIPP 2015-20-15, maka sasaran strategis Kementerian

Pertaman tahun 2020-2024 adalah (1) Pencapaian swasembada padi,

jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2)
peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai

tambah dan berdaya saing dalam mermenuhi  pasar ekspor dan

bstitusi  impor, (1) penyedinan  bahan  baku  bioindustri dan
SUbs 5 ! "

bivenergi, (5) peningkatan  pendapatan keluarga petani, serta (Q)
loenergl, '

| tabilitas kinerja aparatar pemerintah yang baik. Dengan sasaran
alcuntabrhtas ;

" AL dart e nya g
Lateois  tersebut. maka  Kementerian  Pertanian menyusun dan
strategls o

kan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian
iRl T K g
melaksanaks

y San g P3KP)  meliputi (1)  peningkaran
untul:  Kedaulatan angan ) . "
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LTS ey , . infrastrulaur
ketersedian, dan Pemanfaatan ahan, (2) peningkatan infr

; Sl , nstile
dan sarang Pertanian, (3 pengembangan dan perluasan logistik

i a3 . angan dan
benih/ bibit, (4) PENRuUatan kelembagnan petani, (5) pengembangan
penguat

an Pembiayann

’ ioincdustri
(6) pengembangan dan penguatan bioindus
dan 1)i0(‘.nm*;gi_

SeTHA (7) penguatan Jaringan pasar produk pertanian.
Institugj terakhir yang

N L 1 i aana € 1 misi
per l l £f urut rhtel«h han te k( i
( . . I lLk()H[)I 11

) isi ke-2) dalam
dan Pembangunan daerah (misi ke-2) «

Reneang Strategs
l"unlmmqunun

PENVUSsUNan hiro Perekonomian dan Administrasi

Setda Provins; Nusa  Tenggara  Timur adalah
Kementeriag Pariwisaty, Terdapat empat misi Kementerian Pariwisata
Tahun 20202094 dengan mengadaptasi ermpat elemen
Penpembangay, kepariwisataan, vakni  pengembangan  destinasi,
Peimasaran, indust i, dan I\'(‘h-mh-mmm, yakni : 1) Mengembangkan
destinagi Paniwisaly Yang berdava saing, berwawasan lingkungan dan
budava dalam meningkatka, pendapatan  nasional, daerah  dan
mewujudkan Mmasyarakat yvang mandiri; 2) Mengembangkan produlk
dan layanan industri parivisata yang berdaya saing internasionul,
meningkatkan Kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap

am dan sosial budaya: 3) Mengembangkan pemasaran
cara sinergis,
meningkatkan

lingkungan g

parivisata  se unggul, dan bertanggung jawab untuk

perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan
wisatavan mancancgara schingga berdaya saing di pasar
Internasional: dan g Menvembangkan organisasi - Pemerintah,
Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia,
repulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta
penmgkatan kerjasama internasional dalam rangka  meningkatkan
produkufitas pengembangan Kepariwisataan dan mendorong

ariwisataan yang berkelanjutan.
Berdasarkan misj terscebut,

tlerwujudnya pembangunan key

tujuan Kementerian Pariwisata pada
Mceningkatkan kualitas dap kuantitas
aya saing dj
Mewujudkan Industr Pariwisata y

tahur 2020-2024 adalah - 1
destinasi pariwisata yang berd pasar imemasional; 2)
ang mampu menggerakk
sehing

bangkit  bersama bangsa Asia

an Ekonomj
ga Indonesia dapat mandiri d
lainnya; 3)

dan Pembangunan nasional -
Memaksimalkan
dengan dengan
rategi pemasaran terpadu secara efektif,

bertangpung jawab serta yang intensif, inevatif d

produktivitas  kinerja peémasaran  pariwisata

menggunakan st efisien, dan

an interaktil’; dan )
Mewujudlan kelembagang ‘epariwisataan yang manpy
fetsinerailm Pembangunan Destinasi [‘uriwisutu, [’c-m:.\s;lr;m

+1
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e s i

Mriwlant ¢ i . ’ "
l.mm...nm. dan Induiniyi Parivisain secara profesional, efelil dan
elisien, day, mencapag produletifiva. malkaimn),

) | y herapa
Do hasil telanhnn terhadap  rencana strategis beberag
lu-nu:nn:li/m

NCRAI yang terkoi denpan pembanpunan dacrah Nusa
Tenpparn Timiis kKhusisnys o bidang LLkonomi dan Pembangunarn,
dapat disimpulkap babwa  pada dasarnya  rencana  strategis
l\,(_””,”“_”‘,m teraelug sangat mendukung, aejalan dan sinergi dengan
Visl dan Misi mavupun Tujuan dan Yasaran Pembangunan Dacrah
: Nusn Tengmgg Thmn
Tohun 2018-0001

)y

sehagaimann vang (!i”a'“’)k““ dalam RPJID

e i ’ z acuan
Y selonntnva dijadikan pedoman dan e
dalam PERYUSIINON Reneana Stratepis Biro Ekonomi Administrasi

v P . ' - pr
Pembangunan Setda Provinsi Noga Fenppara Timur,

w
N

Telaahan T

claahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Ling]

fungan Hidup Strategis

Reneana g Ruang  Wilavah  (RTRW) merupakan  hasil
perencanaan 1 ane: vane memperhatikan arahan straktoor dan
polivkebijakan pemanfaatan ruany, nasional, rencana tata ruang pulau
dan persyaratun teknis ke dalum struktur dan pola pemanfaatan
raang wilayah dan berisi pokok-pokok  kebijaksanaan dan strategi
penataan raang-ruang  wilayal darat, laut/pesisir  menurut
kewenanpan vang dimiliki,

Pengpelonpan jenis kawasan dalam RTRW antara lain adalah
Kawasan Budidaya  dan Koo, Industri.  Kawasan budidaya
merupakan kawasan yang dimuntaatkan secara terencana dan terarah
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkkungan, sehingga  dapat

an berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia,
di dalamnya termasulk kawasan pe

berdaya guna d

di mana rtanian, peternakan,
kkehutanan, perikanan, dan schigainya.
Kawasan industri merupakan  kawasan tempat  pemusatan
lceointan  industri vang - dilenglagi dengan sarana dan

prasarana
penunjang yang diliembanglan

ai dikelola oleh Perusahaan Kaw

asan
Industr. Tujuan Pembangunan

Kawasan Industri, untuk )
mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; b)
meningkatkan  upaya pebangunan  industri yang  berwawasan
lingluangan; ¢ meningkatlan daya saing investasi dan daya saing
industry; dan d) memberikan kepastian lokasi sesuaj tata ruang,
Tenggara Timur, kaw

vasan
industri yang akan dikembanckan dalam tahap

Dalam konteles pembangunan dacrah Nusa

awal adalah - 1)

Kawasan Industri Bolok (Kabupaten Kupany),

2) Kawasan Industri
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Miurole “.:“I)"IHII“II e (1, Fahapaten tHldea) done B) KK
Indunng I‘““‘”"‘“l'. (b b oo Selrnfutnye alan
(||Ll'l|||l1l|lp,'-

SO puln i,

—— i
neveed datnmya sesand perkeemnbonng
p:-mlmnmmuu daera)y dan leene,

WO Teneann thin g erIWl]I
Fkonon, Ko,

fenta daggy, wilnynly
Vi ditetapleny,

I»’uwu:um

nn
(RS0 b by denvwnmnn dengn b
te

Dk Meporn Kesotunn Republile Indanesin

. . Cerjn
Utk menyelenpparakan funpsl Elkonomi dan Ker|

rolely feiling

l(an:mn

Q.
S dagy Mernpe

Clertentu, K ll“fl‘llll’““".k““ freladond
Penviapag

, i dan
YRR el keunpgulan geoekonomi

Leostratep; le'l'lmu::i unrd:

Qe menampuny lepiatan industri,
clkapor, impor, dan liey

) o Hilel o . i
ki elconomi Inin yong memilild nilai cleonon
gl dan daya yuiny internagional, KEK terdiri atas satu atau
beberapn zong, | apengolahan clespor b) logistil; ) industri; d)

pc-np_mnbnnp,:m lt-knnlnul; (

) pariwinaing ) encrgly dan/atau g) clconomi
dulim K i
Perumahag |y

lain. Dj dibanpun fasilitng pendulkung dan

W pelerin serts diedinkan lolasi untule usaha miloo,

henengn (UNKM) o,
aupun sehapi

kecil, Foperasi, buile sebagai pelaku usiha

penduliung Jeepinian perusahann yang berada di
didaumn KK,

Dalam perencannan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur,

KEK yang (lil<r.-mhnn;',l<:m adalah

1) KEK Mbay (Kabupaten Nagekeo
dan sckitarnyn), 2 KEK Wini (K

sclitarnya), 3 KRK Melolo (1

Altalia (Kabupaten Alor,

abupaten Timor Tengah Utara dan
Cabupaten Sumba Timur), dan 4) KEK

Lembata dan Flores Timur). Tidak tertutup
kemungkinan unuul: pengembangan KEK wilayah /

kabupaten
lainnya sesuni perkembang

an chonomi daernh,

Sesuai o RPIMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, 1atn
ruang wilayah dan lingkungan hidup stratepis terkait pembangunan
Ekonomi dan Kerja Sama dacral, harus mampu mendorong pelakuy
clonomi- untule mampu memantaatkan keunpgulan potensi lolal,
Urtsan lingkungan hiclup melipnong perencanann l.ing-,l:nn;',:nn Hidup
vange didasarken pada Kagiang Linvkungan Hidup strategis (KLHS)
daya rampung, jasa ekosistem (

lingkungan  bagi  seluruh  akiifitas

untuk melihat daya dulaung, Aty Fisilko
pembangunan, Daya dukung

lingkungan mencakup ketersediaan  air permukaan,  kondisi DAS,
pangan, fungsi lindung dan lahan terbangun, Daya tampung
lingkungan terkait (,{(:11 ran kemampuan lahan, kondisi udarg dan ajr,
Scedangkan kinerja jasa ekosistem mencakup penyecia dan penpe

ndalj
air, penyedia pangan, mformasi kerentanan terhag

ap perubahan jkljy,
emisi pas rumah kaca, pembinaan dan pengawasan terhadap jziy
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Iin;:kung;:m d

an izin pe
(PPLIY),

Findungan gan pengelolaan lingkungan hidup
Pehpendaling, Pencemaran dan/atau kerusalcan
keane

kc.’lt'if:m lokal,

lingkung, ' L '
.‘-J“””f”] hl(!‘l}), ([“” ;;II'{llf.'Ilnﬂn h{ly{lli, risiko lll’lgkun,ijdn
mencakup lmwusan raway

1 bencang de

N persampahan.

r

K(:mnmpu;m daya duklmg dan o

Aya tampung sesuai peruntukan
Muang, yaity kuwusnn untuk  usgha pertanian, perikanan,
Pf‘ﬂﬂmbangun. industy menengah dan besar, industri kecil/rumah
tangea, kawasnn per

Untukan pariwisata; dan kawasan peruntukan
Permuaking g, Luas gy, Peran jasa ckosistem untuk penyediaan
Pangan (i NTT nu:nun'iukl\'un hadiwa potensi wilayah yang menopang,
pPangan vang I)t'l‘lmlr-mn'i tinggi sampai sangat tinggi
adalah 32,98, (1.522 605 ha) dan he

benvediag

rkategori sedang luasnya 14,09,
(650.340 ha). Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan
kualitag |

awasan lindung dan k

fawasan hy(an pada Kk awasan budidaya
l)rnl;_lsurl\':m l{ritisalnllyu. Luas lahan kritis
meninglkatkan

am kawasan hut
hanya seluas 116.983,72
kritis di lyar k
total 1

tingkat Lo menjadi
ancaman  dalygy kelestarian lingkungan, Dari total
an seluas 1.808.774.65 ha yang tidak kritis

ha atay 7.34%. Sel

awasan hytan Seluas 713.206,37 ha atau 1,09%

ahan dji |uar kawasan hutan seluas 2.926.215,79 ha. Kawasan
konservasj di

Provinsi Nusa Tenggara  Timur tersebar

lahan da)

anjutnya lahan tidak
dari

di 21
Kabup

aman nasional, kawasan
an suaka margasatwa danp kawasan t

taman,
inglungan hidup didukung k

aten/Kota yang terdiri ¢

ari kawasan t
cagar alam, kawas

Pembangunan |

awasan lindung terdir
dari kawasan hutan lindung; kawasan Yang memberilian
perlindungan kawasan ba\.\'ahmm_\'z\;

kawasan perlindung
pelestarian alam, dan ¢
rawan  bencana; kawasan

an setempat:
kawasan suaka alam,

agar budaya: kawasan
lindung geologi;

dan kawasap
Kawasan hutan lindung dj

Undung
lainnya.

seluruh Kabupaten/Kota di
luas  total kurang lebip 652.916 pha.
nurunnya daya dukung d an jasa ekosistern D

itandai dengan : Q) menununnya ky

wilayah  Provinsi dengan
Me an fungsi layan aerah
Aliran Sungai (DAS) yang d antitas
air, berkumngnya tutu
dan alih fungsi lahan produlktif; b)

air akibat berkurangnya daerah resapan pan
Belum optimalnya

an Peénataan G

vepetasi

pengendalian pemanfaatan ruang dan Pengawas Uang
A hE
dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan; c) l\*leningkatny

pencegahan

a risiko
beneana akibat belum optimalnya dan kesiapsiagaun
kerusakan sumber gy
lkasistem hutan dan keanckaruguman hayati,

CILOSIS J

Teryimal. "
terhadap bencana; d) L\’I(‘lllll;’,.\\lln_\\

a alam,
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n i Instruksi don

Keputusan-Keputusan Gubernur
yang m('n(lukung terl

Jawab Birg Ekonomj ¢

peating

aksanan, erbagai tuges. fungsi dan tanggung

lan Kerja Suma

merupakan unsur vang sangat
dijadikan se

untuk

bagat Dasar Hulum (kebijakan) dalam
belaksanaap be

rbagaij tugas pokolk.

fungsi dan tanggung jawab. Oleh
kareng itu, dengan adanya Dasar

Hukum sebagaimana tersebut di
arag,

seluruh kegintan Biro Perekonomian dan  Adminsitrasi

Pembanguyy, i
thangungy sebagai  insrans koordinator atas pelaksanaan

[’:-rl;:vlul;mn Lkebijuk \n

Ekenomi  dan  Evaluasi  Adminsitrasi
) Yy .
P .l.b.mgun:m ¥

ang berbasis el

i kerakyatan dapat terwujud.
Penentuan gy,

3.5 = Isu Strategis

Isu-isy strategis ditentukan berdasark

an faktor-faktor penghambat dan
Pendorong pel

ayanan perangkat daer
A signifikan terhadap pencap
Al Kepala Daerah

ah yang dapat mempengaruhi

aian Visi dan Misi Kepala daerah dan

secar
Wal vaity :
Tabel 3.3

Analisis Isu - Isy Strategis
Mo T vm—
No | Faktor Penghambat
dan Pendorong

Visi, Misi KDH dan Wakil KDH
Tidak Berpengaru Sangar
Berpengaru h Berpengaruh
N h

Tingkat Pengaruh terhadap pencapaian ﬁi
— (signifikan) [
a. Faktor Penghambat

. Kurangnya tenaga
professional untulk
| melalkukan
[)t‘l'(‘lll.‘ﬂﬂil(l[]
Pengembangan
| ekonomi daerah:
2.Masih terbatasnya v

sarana dan
prasarana
pendukung  untuk
kelancaran

\n tugas;

T “ﬁ_—g‘&\\_‘

| J.Masih terbatasnya v |

! sumber dana ' 1
|

; [ uantuk i

| melaksanakan | |

prograa Kegiatan |
vang telah ’
direncanakan  dan
untuk peningkatan
Kualitas sumber
daya aparat melalui
pendidikan non
formal;

4.Program yang
berkaitan erat,
belum saling
mendukung untlk |

A
0
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i POteng ckonomg I :
! | Yang belung | |

|::1uma|p dan sulit

Untulk Llij;mg_',kuu ‘

karens Secary

Beografis, Proving;

N‘usa Tenggarg

Timur adalah

Provinsj Kepulanan

serta minimnya

sarang dan

Prasarang

pvn(lukunp,

p(—‘ny{cnlh.-m_n;an

potens; ckonom;i

dacrah:

6. Data U.'xf';l';‘yn—nu,‘ - N
masih belum
akurat, valid danp
" relial‘)lc;

- - i \\‘ﬁ‘
7. Sistem pertanahan
vang
menduling

belum

Lo Resiatan mvestasi |
I = Masih terbatasnyg
atig

belum
.‘ bm1(cn1bungnyu
pPeran serta pihak
swasta/dunia
usaha
mendukung
kegiatan sektor
Ekonomi dan
Pemban anan;
9.Belum terciptanya
kemitraan vang
harmonis antara
Dunia
[ Usahe/Swasta;

dalam

10. Perkembangan I 2
komoditi yang
belum
berorientasi pasar
dan masalah
kualitas produksi
serta kontinuitas
produksi; o S
Terbatasnya v

kualitas  aparatar
maupun

masyurakat  yang
dikaitkan  dengan
pengembangan

teknologi
produksi; = |
B 12. Belum optimalnya 7

peran lembaga

ekonomi rakyat

(Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah dan |
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seeanr optimal
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program dan
kegintan ying,
telah
. _direncanakan, | - = =

Lo, Koordinasi  antar v
scktor dibawah
koordinasi sub
bagian dengan
Dinas / Badan i
bhawah masing-—
masing sub
bagian belum
elektit, karena
adanya Cgo
schktoral yang
memprioritaskan
keberhasilan
scktor, dan belum
memahami  tugas

| funpst 7

| 17 Kurangny

i kourdinasi B rtu
sinkronisasi

! progratn antal
pemerinta Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
dalam
pembangunan
elconomi sehingpa
mengalibatkan
terjadinyi

|;(~till_11‘y:_ngyk',i111 o
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ckonomi —

b antara
usat, Provingj

dan

b.

Kuhn[ﬂi_cn/erl,u,

18 Kurangnya ——

kreativitng dan
disiplin lerng
pesiawag
berakibag
tcrhumbz,mlyu
pelaksanaan
tugas

sering
pada

s?l)al,;1i111n11n yang
diharapkan

R
[

) —

Enktor}_’gt}dorong

1. Tersedianya T v
Peraturan
‘ Perundang-
undangan yung,
mendukung
berupa :
Peraturan Dacrah
peraturan
Gubernur dan
Keputusan
Gubernur yang
mendukung
‘ pelaksanaan tugas
: pokok dalam
“ mendukung
| pengambilan
‘ Rkebijakean ckonomi
: daerah;
2. Tersedianya 4
Sumber Daya
Manusia dengan
jumlah yang
memadai dan
sesual dengan
’ keallian  masing-
1 masing.
3. Adanya hubungan v
komunikasi  dan
koordinasi yang
baik antara
Bagian dan Sub
Bagian dalam Biro
Ekonomi
Administrasi
Pembanguan, 4 v

"4, Tersedinnya
potensi sumber
deivin ol hidang
prrtatii,
perkebunalt,
kehutanan,
pt':rmmlzzmgan dan
energi, perikanan
dan kelautan,

industri dan
pariwisutu, selctor

dan |

jasa,
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‘ belum |
‘mbangkan

pits Pinan

untuis

menialankan
:_ugasl pokok, |
lungsi dan
_ langgun Jawab
. Sesuai  peraturan
5 Perundangan yang
berlaku:
\ ——
| 6. T&sedmnya !
{ i struktur
| organisasi dan
uraian tugas Biro
Ekonom:

dan

E
i
|
I
L.
;‘

Administ;
Pembang

n
7. Adanya loyalitas ’
kepada !

_____pimpinan. |

pes

5

Dengan demikian isu strategis vang akan ditangani melalui Renstra

Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun

2021 - 2023 yaitu :

Peberapa Isu-isu Strategis Eksternal antara lain:

1. Program vone berkaitan crat, belum saling mendukung untuk
pengembangan elzonomi daerah;

2. Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak
swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor Ekonomi
dan Pernbangunan;

I felurn tercipranya kemitroan vang  harmonis  antara Dunia

|

. : n komodi clum  berorientasi  pasar  dan

produlisi et kontinuitas produksi;

masalaly kushitas
Helum optiznalnya perat leniba o ekonomii rakyat (Koperasi, Usaha
by ) yelun pt Vit perarn

Mikro. Kecil dan Menenpah  dan Lembaga Ekonomi  Dacrah
NI , - ! - e o

launnyal;
(. Masih terbatasnya dukungan embaga keuangan terhadap scktor
permodalan:
ndalian dan mone Administrasi Pembangunan yung
Sistermn pengendaild
1 de Pr uras
belum raemadal dan terintegrast

u Strategis Internal antara lain

Peraturan perundang-undangan yang mendulung

ran Daerah peratt

Beberapa is
1. Tersedianya
peratu

iran Gubernur dan Keputusan

berupa
.;t)
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AR mendukune "
N R relaksanaan  migas pakok  dalam
clakung 1"\'9\‘37\‘\\'&:1
2 Tersecmny Uikan ekonomi daerah.

¥ Sumber Dava Mo
. WA Manusia dengan jumlah yang memadat
SHTnEan keahlian ma ang-masing
va | UNgAN kom o od ;
. S dan koordinasi yang baik antarn
ia Sub Bagia '
e e vam Biro Ekonomi Administrasi
nNgu
4

Adanva ke

mimen pimpinan up j
HOPEmPman untuk menfalankan tugas pokok.

langgungawab sesuaj
ggungawab sesuai peraturan perundangan vang

strukiur o Pryiea o s : i i
it orgamsas dan uraian tugas Biro Ekonomi
Admimniictrae
' 12! Fembanguna
i IV 18 Stal kroad tinan.
|
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S sebaga hasil akhir yang akan dicapai atau
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ditetaplear, - TR waktu 3 (liga) tahun ke depan.  Tujuan

dtetaplian dcug:m mengaey kepada

dihasilkay, dal

Lrnyataan visi e isi sehingga
rUmusanny PeImyataan visi dan misi sehir £g

at menunjukkay
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B an k isi ‘\‘ = i -
. uatu ]‘.()ndISl &nl f ¥ s -
1 lntlb‘ﬂ I]l(.ll(ldt(lng’
l S

Berdasarkay, Wjuan misj v

ional d
a tinggi, bep

icapai Crganisasi

RPIMD Perubahan “mewujudkan

engan karakteristilk adaptif, berintegritas,
as dan bhersjy, KKN”,

Birokrasi Yang profes

‘dcrl{inurj

maka tujuan yang ingin
d Biro Perekonormiay, Administrasi Pembangunan Setda
Proviusi Nusa Tengg alam kurun waktu 2021-2003 adalah:
pPembinaan,
penyusunan Kebijakan pemerintah daera

dan Sumber Daya Alam

ara Timur (|
- Meningkatkan koordinasi, monitoring dan  evaluasi

h di bidang Perekonomian

]

Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
penyusunan kebijakan pemerinah daerah untuk pengelolaan BUMD
dan BLUD vang lebih baik;

3. Meningkatlan  tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan
administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Sedangkan sasaran organisasi Biro Perekonomian Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu
2021-2023 adalah melakukan kegiatan:

1. Terlaksananya  koordinasi, pembinaan, monitoring dan  evaluasi
penyvusunan kebijakan pewerintah daerah, di bidang Perekonoinian

dan Sumber Daya Alaun;

NS

r -dinasi embinaan, monitormg dan  eval 1181
K csananye ltoordinasi, p
] [ ](l |u5dIldll_\ a

int aers < pengelolaan BUND
,unan kebijalzan pemerintal daerah untuls pengelol:
penyusunan ke

dan BLUD yang lebih baik;

) . i 1, laksanaay
dnva  tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanzan

3. Terwujudnya L :

. s

- ila < i Prowvi 3 e

4 .I)'ll)(’ll““ll (L',ll:l'illl dx_ul \Vlld L Frovins dan
inistre I I)flll.( 1 V Lh (1
“(“HU.'I.)H(].;
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.2 Indikator Tujuan ¢

i,

P ]

a
n Sasaran Jangka Menengah

Tujunn

Berdusarka
dNe an pernv
Pernvatag
Perekonominn 1 ‘ " dan sasaran di atas, maka Liro
S { aan  Adminier.
\dminisirag; Pembangunan Setda Provinsi NTT.

bijakan perekonomian dan Sumber Dava
dan

melaksanake kegiatan i
Jlat e

Alam, tatq kelol
¢ B BUN .
o UMD HLUD dan Pengendalinn Administrasi
claksanaan ]'t'l!)h.’lnxilllliln D:
rangka mewujudk

RPJ

wernh - Pembangunan  Wilayah, dalam
an indikator Nilai

MD Akuntabilitas Kinerja sesuai misi V
ML perubahan. Makg, indikator

Biro Perekonomian dan Administrasi
agai berikut:
ah rekomendasi Kebijakan e

> - N
Pembangunan ditetapkan sebh

I. Juml
konomi makro yang dihasilkan.

asi kebijakan elkonomi mikre vang dihasilkan.
relkomendasi kebijakan

2. Jumlah rekomend

3. Jumluh R
di bidang pertanian, kehutanan,

caautan dan perilzanan vang dihasilkan.

umlah rekomendasi kebija o di bidang  pertambangan  dan

hnpkunpan hidup Vang dihasillzaa,
oo Jumlah rekomendasi kebijukcan di bidang energi dan air vang
dihiasilkan,
6. Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang

berlanerja baik.

CooJumlab rekomendasio kebijakan pengeioluan BUMD  air minum,
] peng

lmbah dan sanitast yang dihasilkan.

B, Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan.

9. Persentast efektivitas penvelengraraan administrasi pembangunan
dacrah.

10, Persentasi efeltivitas penyelengearaan administrasi pembangunan
wilayah

Il Jumlah pelaporan pengendalian administrast. pembangunan vang
memenuhi standar alant il

sator serto carget Kinerja Jangka Menengah
lupian,  Sasaran, Indikzat < } g

: AS 7 - - - Qe .
Perekonomian  diz administrase Pembangunan Setda

C.25 berikut

Pelayanan  Biro

Provinsi NTT dapat dilibat pada rabel T-

%,
(o]
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Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

T

Perangkat Daerah

| TARGET KINERJA
TAHUN | TUJUAN/SASARAN l KONDISI PADA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN DASAR | TAHUN KE- ' AKHIR TAHUN
, |2020) | PERENCANAAN
B | 2021 [ 2022 | 2023 |
R 2 ‘ 3 4 5 6 | 7 [ 8 | s | 10 |
Eujuan RPJMD : m>wujudkan birokasi yong profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkincrja tinggi, bebas dan bersih KKN ]
\Sasaran : meningkatnva kualitas tatakelola penvelengpgaraan pemrintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan sertn pertisipatif I
1 Meningkatkar |{Terlalisananya koo dinas: la. |Pelaksanaan kebijalcan / /
koordinasi. pembinaan, monitoring perekonomian makro dan mikro [ / / 7
pembinaan dan c¢valuasi penyusunan 1. [Jumlah rekomendnsi Rekaomendasi 2 2 4 6 O
monitoring dan |kebiiakan pemerintah kebijakan ekonomi makro
evaluasi "ducr:\h. di bidang yang dihasilkan
penyusunei |Fereisonomian dan 2 |Jumlah rekomendasi Rekomendasi 3 3 6 g .2
kebijakan \S\\mbcr Daya Alam kebijakan ckonomi mikro vang
pemerintaln dihasilkan
daecrah d Bican

Perekononian don
Sumber Daya

Alam

Pelaksanaan kebijakian

pengelolaan sumber daya als

3 |Jumlah relkomendasi Rekomendasi

kebijakan di bidang pertanian,
kehutanan, kelautan dan

perikanan yanp dihasilkan

4 [Jumlah rekomendasi Relkomendasi 1 2 3 3
kebijakan di bidang
pertambangan dan lingkungan
hidup yang dihasilkan

5 |Jumlah rekomendasi Rekomendasi 1 1 2

kebijakan di bidang energi dan

air yang dihasilkan

|9}
o)
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STRATE ;
RATEG] DA ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategij

Misi v
Mcmngkatkan Ku

dan Kebijakan Biro

Der

mel

disusun berda

Lin

bes
Pembangunc.n Setda
linglkunogan yang berg(]
}’f.’-mi):snggx_mzm yang
sementara Ling|

yang wurat membery te)

a) |l

Lingkungan Internal  Bire

gkungan [nte

Untuk mengapai v
; “apai Visj g,p, Misi yang telap d
Mcwm‘xjudkan .

itetapkan di atas yaitu
Reformag;

Birokras: Pemerintahan Untulk

alitag P(:layanan Publik”

[ » maka perlu disusun Strategi

J

ereke ] -

1gan demikig,, ! homian - dan Adminisrasi Pembangunan.

o c maka dih ..

Al prose. @ diharapkay, akan terwyjud kinerja yang optimal
26D Yyang SiSl(.‘lT}ﬂ[iS dan

‘ lerencana. Strategi dan Kebijakan
sarkan faktor Interp

al dan Eksternal.
mal danp Ekste

mal me
ar tcrhudap penc

Mpunyai pengaruh yang sangat

apaian kineriy 1 i ini i
apalan Kinerjy Biro Perekonomian dan Administrasi

Provinsi NTT Lingkungan Internal merupakan
a di dalam Birg Perekonomian dan Administrasi
secara forma| berimplikasi terhadap keberhasilan,
Ungan Lksiern| ferupakan kondisi-kondisi di luar
Lanan maupun dorongan terhadap organisasi.
Angkungan Internaj

Perekonomian  dan Administrasi

Pembangunan  Setda Provinsi NTT terdiri dari : Kekuatan dan

Kelemahan yang saat ini

sedang terjadj, yang dijabarkan sebagai

beriliut :

{ekuatan :
Tupoksi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Kuantitas Sumber Daya Manusia memadan
Sarana dan Prasarana yang memadai
Pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang memadai
Penguasaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan koordinasi
Adanya koordinasi vang balk antar instansi / stakeholder bajk

insi, Ka aten; Kota emerintah Pusat
tingkat Provinsi, Kabupaten; Kota dan P

Kelemahan :

Di siplin ASN dan budaya kerja yang masih rendah
\dministrasi dan pengelolaan asct belum opHmal
/ [

Keterbatasan kemampuan dan  profesionalisme  Sumber Daya
Lcterbatasa

\1“”[151’:! |
. ; al
/ l'('bi.ﬂk“ll Sn“l: bt‘.ll”l 1Il(.ﬂldd¢
[N 2 b

Regulast

Dipindai dengan CamScanner



}"ul)l'“ll' i

4 1 (e )
lengng, fnl.‘ll{l‘hﬁlf'!'l '

SO (g, Vit ),

g hely, optima)

Crjn '/'"H)’ }n']l;,;; Cptima)

1) l,m;',l:lum:m l'.l-::;lm‘n;.J
l.in;:,lum;um
l‘t-lr'luumnn:m dan Administrasi
] My
Yong 11y

terdiv dags Peluang dan Ancaman
Vi aant i terined; . ;

: 4 1l i8]
l ! ) : llll)l‘n['}lrllhl‘ p,my,q,gn,y‘mr.'l,'ln arganisngl,
i <I|].’|l‘:n'lc:|n Sehipg heritag

1"«sltullxg

pe dou 2ha . ‘
Perl b, I('Imuluw O VI pegag
= Potensi g, 1 Do, ’
nbey Daya Al Yanp bernilag ¢leonomi tinpgi vang san gt
Komparagif
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konom;j «
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- ]('l'."('(ll(lll__\/(l regulasi (i seltor clkonomij
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ang berwawasgay iingkungan

Ancaman :

- Globalisasi (pemberlalkuan pasar - bebas,  produk import  dan
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Perubahan iklim / cuac

perubahan perilaky m
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- Pandemi Covid 19
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o Ta——— "{S ANALISIS SWOT
I\ Faktor Inxern(T_i\\‘
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."\ h|\ ekuﬂfan (('\"7-‘\\
‘ § -
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i Vit SOnomis el ety -~
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R | \\ll_“l”h“m Sllnlh(.l l)'T'\&M —_— . el
| Manggg;, Memng,, e “. Administras dan
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| 2, o T—— .
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! YaNg meinaq, = 3. Keterbatasan
kemampuan dan
’\I~\""’ | profesionalisme Sumber
\ . chld:\rludl?{&lﬁdiu\ Daya Manusia _
1 Pelaksanaan | 0 }I 4. Regulasi /  kebijakan
“CRIAL - .
Memady; sitdn yang yang belum memacdai
Penpune. S
: sUasaan tekr ; — -
nformyy; dm“\lml(m 9. Koordinasi dengan
i nenduklmg elaks Stakeholder yang belum
Kxpri pelaksanagn optimal
e——sAtan koordingg; *
Faktor Eksternqgy 0. Adgyark =
A Oordmamyang 6 —
baik antar g - SOP dan tata kerja yang
Steticet or Instansi belum optimal
t ki x"_iho.lder baik tingkat
{ rovinsi, l(abupmun/K(,m
1 dan Pemerintgpy Pusat
[ btrategl Kekuatan dan Strategi Kelemahan dan
Peluang Pcluang
Perlembangan T ————_(8:0) o (W-0)
eriiembangan Lo Menng)., —
teknoloon inforngs | i U.“f\b'"l,“m“ koordinasi Meninglkatkan
vany 1;._.'%,1 T Jll'lll-‘” lembaga brmerintgh partisipasi seluruh
o [J, N W catam pelaksanan tugas unsur pelaksana
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aya  Ala 7: 31. 82 g7 - .
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3. Tingginya daya saing
____ckonomi saat inj
4. Sumber permodalan | 2. Meningkatkan koordinasi 2 Mendistribusikan
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f gan g P ,
| ekonomi semalkin stakeholder lainnyva terkait dan tanggung jawab
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O Tersedianya regulasi | perumusan l\'ci;ij:d\'_un kgnu:fct.cnSI yang
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= — > n 1. Meningkatkan fungsi 1. Mengoptimalkan
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Berdasarkan hasi) analia:
. SIS Sweyr
strategi yang j -

'l('l‘f;e}mt di

arus dilgk. atas maka didapatkan

L. Meninglkaii, ‘anakan adalah:
{ an k()mrlin;,\.i 5
pelaksang 3 ' T Jemlyge, g
rERsAnan tugag Derumy, mbaga pemerintah  dalam
¢ ¢ : ¥ SAr e .
2. Meningkay) S KCBakan
: ’ Kan  kogyds .
rdinag;
‘ = (i(‘n i
lainnya { : Pan pelak
Yaterkait laku usaha g akeholder
Chp; . an  stakeholder
3. Meningl gan l)(.laksunazm tugas per. .
- Meningkatkap Partisipag; 4S8 perumusan kebijakan
Sipasi

seluruh

nymgoptima“mn Pelaksa, ursur  pelaksana  dalam
San:

o aan tupyg
4. M(,llcllsrx‘xbusilmn Pelaks |
-laksanaay
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U.(‘Il{y{ll‘l \OIMm dCte 5‘ 1 < L‘ | ] ‘ :
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Q. ] atke ;
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fexle y T i
dalam pemantaatan leknologi untulk
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Hl(’l\”h'l( ’ 3 pain .
ghadapi erg gl()buhsu:;i, anan publil I tel

: . 5. ahan publik vang komplelos

dan kondisi ekstrim lainnyy o |

NET N \

6. Mengoptimalkan Sumberdayq

' yang tersedia dalam melaksanalan
pelayanan publij

5.2 Arah Kebijakan,

Untuk mencapai Tui ¢
I : al - N v N : .
apal Tujuan dan Lasaran sebagaimana tersebut di atas,
maka Are ebijakan v .
maka Arah Kebijakan yang harus ditempuh oleh Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

L. Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab Tim pengendalian
Inflasi Dacrah, Tim Percepatan Akscs Keuangan Daerah dan Forum
Koordinasi ME NTT.

)

Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses
permodalan bagi Pelaku Usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Umi
dalam SIKP).

Mendorong  dan  memfasilitasi pembentukan  Kawasan  Ekonomi
Khusus / Kawasan Industri baru  sesuai  kebutuhan  dan
perkembangan ekonomi daeral.

4. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidesi dan kerjasama lintas

ki dalam  hel penctapan kebijakan  pengendalian  komoditi
sextor ale e

iti un ¢ nksi dan produktivitas SDA
bersubsidi dan komoditi u geulan (produt p
! - i3 - -

i hidup, pertambangan, energl dan sumberdava air)
HHBEK, lingkungan niaup,

. . juan dan tanggungjawab
: ono meningkatan fungsi, perai, tujuan dan tanggung)
R ) an milik pemerintah daerah;

) ! .cbagai perusaha
BUMD dan BLUD scbag BUMD, BLUD dan badan

( - ‘ 31 a el l)(“Iltul\all
I\l n(lor()l‘l? (i 1 m .I’lf Sl S1 1
b] e £ e as

<ONOIT1
. g g([n e
:IIL, dl[ e[lLll\dn

usaha lainnya ¥
daerah.

by
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Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 - 2023

Visi RRJMD Perubahan

NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Misi VRPJMD perubahan : - tujuan - Mewujudkan birokasi yang profesional dengan karakteristik adaptif,
- sasaran berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN
- indikator - Meningkatnyu kualitas tatakelola penyelenggaraan pemrintahan dan
pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta pertisipatif
- Nilai Akuntabilitas Kinerja
Arah Kcbijakan /
Y Tujuan \ Sasaran Strategi 2031 2022 I 2023 |
\ 1 \ 2 | 3 1 5 | 6 73|
Meningkatkan Terlaksananya Meningkatkan 1) Mengoptimalkan 1) Mengoptimalkan 1) Mengoptimalkan
koordinasi, koordinasi, koordinasi antar fungsi. peran dan fungsi, peran dan fungsi, peran dan
pembinaan, pembinaan, lembaga tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab
monitoring dan monitoring dan pemerintah dalam TPID, TPAKD dan TPID. TPAKD dan TPID, TPAKD dan
evaluasi evaluasi pelaksanan tugas FK-ME NTT. FK-ME NTT. FK-ME NTT.
penyusunan penyusunan perumusan 2) Mendoroung 2) Mendorong 2} Mendorong
kebijakan kebijakan kebijjakan peningkatan peningkatan peningkatan
pemerintah pemerintah Meningkatkan kemampuan daya kemampuan daya kemampuan daya
daerah di bidang | daerah, di bidang koordinasi dengan saing serta akses saing serta akses saing serta akses
Perekoncmian Perekonomian dan pelaku usaha dan permodalan bagi permodalan bagi permocalan bagi
dan Sumber Sumber Daya Alam stakeholder - Pelalmu Usaha, Pelaku Usaha, Pelaku Usaha,
Daya Alam lainnya terkait UMKM, serta calon UMKM, serta UMEKM, scrta
dengan debitur KUR, Umi calon debitur calon debitur
pelaksanaan tugas (dalam SIKP). KUR, Umi {dalam KUR, Umi (dalam
perumusan 3) Mendorong dan SIKP). SIKP).
kebijakan memfasilitasi 3) Mendorong dan 3) Mendorong dan
pembentukan KEK memfiasilitasi memfasilitasi
/ KI baru sesuai pembentukan pembentukan

61

Dipindai dengan CamScanner



pe I

kebutuhan dan
perkembangan
¢ konormi daerah.

TWEK [ Kl baru

e e

KEXK [ ¥\ bara
sesual Kebuluhan
dan
perkembangan

cesLa) Kebhutuhan
dan

perkembangan

| 4) Meningkatkan
fungsi koordinasi, ekonomi daerah. ekonomi daerah.
konsolidasi dan 4) Meningkatkan 4) Meningkatkan
kerjasama lintas fungsi koordinasi, fungsi koordinasi,
sekior dalam hal kxonsolidasi dan konsolidasi dan
penetapan kerjasama lintas kerjasama lintas
kebijakan scktor dalam hal sektor dalam hal
pengendalian penetapan penetapan
komoditi bersubsidi kebijakan kebijakan
dan komoditi pengendalian pengendalian
unggulan (SDA. <omodit komoditi
HHBK, LH, bersubsidi dan bersubsidi dan
pertambangan, komoditi komoditi
energi dan SD air) unggulan (SDA, unggulan (SDA,
HHBK, LH, HHBK, LH,
pertambangan, pertambangan,
energi dan SD air) energi dan SD air)
Meningkatkan Terlaksananya 3. Meningkatkan 5) Mendorong 5) Mendorong 5) Mendorong
koordinasi, koordinasi, partisipasi seluruh meningkatar, meningkatan meningkatan
pembinaan, pembinaan, unsur pelaksana fungsi, peran, fungsi, peran, fungsi, peran,
monitoring dan monitoring dan dalam tujuan dan tujuan dan tujuan dan
evaluasi evaluasi mengoptimalkan tanggungjawab tanggungjawab tanggungjawab
penyusunan penyusunan pelaksanaan tugas BUMD dan BLUD BUMD dan BLUD BUMD dan BLUD
kebijakar kebijakan 4. Mendistribusikan sebagai peruszhaan sebagal sebagai
pemerintah pemerintah daerah pelaksanaan tugas milik pemerintah perusahaan milik perusahaan milik
daerah untuk untuk pengelolaan dan tanggung daerah; pemerintah pemerintah
pengelolaan BUMD dan BLUD jawab sesuai 6) Mendorong dan daerah; daerah;
BUMD den BLUD | vang lebih baik dengan menfasilitasi 6) Mendorong dan 6) Mendorong dan
yang lebih baik kumpetensi yang pembentukan menfasilitasi menlasilitasi
dimiliki BUMD, BLUD dan pembentukan pembentukan
badan usaha BUMD, BLUD BUMD, BLUD dan
62
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'Aa'ljv:l vang

w rinkan untuk
sembangan
cnoimi daerah.

di-rF ukar untuk
pengemhangan
ekoniom daerah.

B .
¢ ok an untuk
e e 'r,'x?,ngan

ckonomi daerah. ‘

Meningkatkan
tatakelola
monitoring dan
pelaporan
pelaksanaan
administrasi
pembangunan
daerah dan
wilayah di
Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Terwujudnya
tatakelola
monitoring dan
pelaporan
pelaksanaan
administrasi
pembangunan
daerah dan
wilayah di Provinsi
dan

Kabupaten /Kota
se NTT

Meningkatkan
fungsi aparatur
dalam
pemanfaatan
Teknologi untuk
menghadapi era
globalisasi,
tuntunan layanan
publik yang
kompleks dan
kondisi ekstrim
lainnya
Mengoptimalkan
sumberdaya yang
tersedia dalam
melaksanakan
pelayanan publik

71 Meningkatkan

Koordinasi dan
konsolidasi antar
pemerintah daerah
dan lintas sektor
dalam hal
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Daerah (APBD) dan
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Wilayah (APBN);

Meningkatkan
Koordinasi dan
konsolidasi antar
pemenntah
daerah dan lintas
sektor dalam hal
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Daerah (APBD)
dan Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Wilayah (APBN);

—

Meningkatkan
Koordinasi dan
konsolidasi antar
pemerintah
daerah dan lintas
sektor dalam hal
Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Daerah (APBD)
dan Pengendalian
Administrasi
Pembangunan
Wilayah (APBN);
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- BAB v
CANA Pro
GRAM
IND ,
IKATOR KINERJA &l;iingA:‘;N

Indikator kinerja adalah g
. Halah g

atuntyk i
menilai keh i
erhasilan pembanguna
| ) n
kualitatif, ’ ;

. indikator
keglatan (output/keluaran)_

mencerminkan berfungsinyg

gecara  lkuantitatif maupun

Merupakan gambaran yang

kinerj
e & program (outcomes/hasil) dari
ikator kinerja mem

mencerminkan  capaian

pakan sesuatu yang
keluaran kegiatan dala

kﬂn mengg

: . N .

diharapkan di masa mendatang, p ggambarkan ti
‘ ©

karena dari hasil (outcomes) 4 m jangka menengah,

ngkat pencapaian yang
nNetapan indikator kinerja organisasi

digunakan untuk me :
g8 mengukur kinerja atag keberhasilan dari
. silan dari organisasi yang

dilakukan dengen mudah cepat,
: > cpai

menggambarkan  kead dan akurat sehingga mampu
ttadaan organisasi sccara riil. Dengan ditetapk
¢ g itetapkannya

maka ak . )
v ' - an tcrgamparkun tingkat capaian sasaran dan
tingkat cfisiensi dan efektivitas kinerj

indikator kinerja,

. a dari PD tersebut.
) Penetapan indikator kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi
b cmb'angundn merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana
kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah (RPIMD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Hal ini mengingat rencana
kinerja merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan

datang.

1. Program dan Kegiatan Prioritas
Secara konseptual program adalah rangkaian  upaya
operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan
secara sistimatis dan konseptuul dalam mencapai tujuan dan
sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas
program yang mempunyai jangka
anggaran, material), alokasi

g spesifik, baik fisik

sebagai operasionalisasi dari

lokasi, masukan (personel,
ran (produk) yan
program dan kegiatan prioritas

bahan Provinsi Nusa Tenggara

waktu,
tanggung jawab dan kelua
maupun non {isik. Berdasarkan
dalaim RPJMD Peru

2023 ada 3 (¢cnam) pro
pembangunan  yang wajib

ane di kan g
yang ditetap oo gram prioritas pada Biro
Timur Tahun -
dan

jam 3 (tige) tah

Administrﬂsi

Dare omian
Perckon un yang akan datang.

dilaksanakan da
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Berdasarkan

oky
Tenggara Timur Tahy Inen RPJy

Per

n 2¢ €ruba .

Daerah untuk Biro Per “1- 2 3, Pr0g~ i Provinsj Nusa
re L

konomian dan am Prioritas Perangka(

Setda Provinsj y . :
usa PCnggara Timur ) Admmistrasi Pemba
a

yaitu : 1) p ngunan

FOgram Pep,
2) Program pe

Kebij

relc : in
ONomj tahan Daerah provins;

mbangL
Nan dan 3
a“g‘-“lan, ) Pngram

n ke
rikut -
Program Penunjang Urus

Progran, prioritag

an g
akan /\dminislragi Perm|
mhb

Adapun progyp, da
2019-2023

1.

an  pe

giat :
sehagai be 4n yang dilaksanakan Tahun

an p

ini ge ¢merintahan Daerah Provinsi
SCCara operas:

R : wonal dij

(enam) kegiatan dan T dijabarkan dalam 6

a8) sub kegiatan:

Penganggaran

Perangleat Dacral

. 3 (liga be
a. Perencanaan

)
dan  Evaluasi Kinerja

1terdiri dar
diri darj | (satu) sub kegiatan yaitu :

- an Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Iktisar Realisasj Kinerja SKPD

- Koordinasi ¢

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1
(satu) sub kegiatan yaituy -

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari S (lima)
sub kegiatan yaitu :
1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

unaangan
3) Penyediaan Bahan/Material
4) Fasilitasi Kunjungan Taimu
Koordinasi dan konsultasi

ups
5) Penyelenggaradn Rapat

SKPD

d. Pengadaan DBarang
aerah adalah 1
Mesin Lainnya

merintahan Daerah,

Milik Daerah Penunjang Urusan
hD (satu) sub kegiatan yaitu :
Pemerinta
n Peralatan dan

i Pe
unjang Urusan . .
i adalah sebagal berikut:

- Pengadaa
a Pen

e. Penyediaan Jas !
qle kcglﬂtan:

terdiri dari 3 (tiga)

< eat Menyurat

penyediaan Jasa Sural N e e e Tlhu e dan
1) Penye s Komunikash, S

- Seliqan Jaee
2) Pcny(,clmc

1St or

Listrik L pan Umum Kant

.o Jasa Pelay?

3) penyediadl .
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) Da
S ! g erah Penunjang Urusan
- Penyediaan Jaggy

n KChda A
Lapangan, raan Dinas Operasional ata

. Program Perekonomian dan Pemban
el gunan
Prograimn prioritas inj ge
g ML sccary Gherasional dijabark dal
' an dalam J
8 (deldpan\ sub kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan ij
.E kebijakan dap koordingasj perekonomian. terdiri
dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berik g SRS
ikut:

1 Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mak
2 Fasilitasi pengelolaan ke N

(tiga) kegiatan dan

bijakan ekonomi makro

b. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi SDA, terdiri darl 3
(tiga) sub kegiatan yaitu: ‘

1 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian

kehutanan, kelautan dan perikanan

. o : o
2 Koordinasi,  sinkronisasi dan evaluasi kebijakan

Fertambangan dan lingkungan hidup

3 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan

air

e

Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD,

terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

] Koordinasi, sinkronisusi, monev kebijakan pengelolaan
BUMD, jasa keuangan dan aneka usaha

2 Koordinasi, sinkronisasi, monev kebijakan pengelolaan
BUMD, Limbah, air minum dan sanitasi

3 Koordinasi, sinkronisasi, monev kebijakan pendirian

BUMD

3. Program Kebiajakan Administrasi Pembangunan

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam
3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagal berikut:
pelaksanaan pembangunan

a. Pengendalian administrasi l
giatan, adalah sebagai

daerah, terdiri dari 2 (dua) sub ke

berikut: N '.
1. Terlaksunanya rapal koordinast pengendalian
. Terlaksuni nasstls
dimninistrasi peluksanaih pembangunan daerah ( ’ i)
adminis Jaks : PeER)
’ ;u analisis nasi pengendahan p
2. Terlaksanany fupiteis e
pelaksanaan pcmbangunm e
i administrasi pelaksa
b. Pengendalian )
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wilayah, terdiri dap » .
' V< (dua) SUb keos
B Blatan, adalah sebagai

| Terlaksananya

rapat ,
administrasi pelakgg koommam Pengendalian
) * sanaan [)meangUna
2 Terlaksananyg analisis 1 i " wilayah (APBN)
asjg

asi
pelak
APBD dan APBN, terdiri dari 5 sanaan pembangunan

sebagai berikut: duaj sub kegiatan, adalah
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T =—u 3 y i 0 . e e | T - 3\ \ 3 \ = AY " N )
1. Jumian Pengyras.
perpaanjangan
STWKIPaak uniub
Penyediasn Jasa Henosraen 1.3 Unit Y30 1,3 Unit 1) Urea
' { ‘ N "
Tersedisnya penyediaan jssa [Peninghatan pemebbarasn don pemaliny aan, Biaya Dnas/Operas ol 7 3Unit 2.3 Um0 vasross| U wemma| 2P0 | T
pemeliharaan dan perfjinan perljinan xendaraan dings 09.02| pemeliharaan, Pajak dan 2. Jumlah Servive Rut n 117808 108.510.939 3.2 Bla 1Sy L12EBIn : 1 12BWn Jsata
kendaranm dinas cperasonal opsrasioral Perizinan Xeogarean Dinas  |Kendaraan Dinay L Satu Org 4 San Org e 5atuOrg 4 Saw Orgy
Operas-onal atau lapangan | Onerasinnal 3
Jumlah terpeliharanya
hend. \
Dinas’Operas-onzl Bire
—_ Prmeliharaan Perslatan Dan | Terpelibaranya Peradatan 12 Bln wa3soea| 1:Bin 20.089.650 21454133 FPRTLE
mesin Lannya Gedung Kantor
4.01.06 PROGRAM 4
PEREKONOWI AN DAN 1.311.307.606 1.376.967.486 1 oo o |0 1.445, 815,861 1.518.108.654
; PEMBANGUNAN g e T ik
1. Menimgeatian Koorgdnzsi. 1. Teddaksananya koordinas),  14.01.06 1.01 Pengelolaan kebl|akan dan
Pembmasn. motitong dan | pembinaan, monitoring dan hoordinasl perekonomian
wvaluast peryusunar evaluas| penyusunan kekljakan
Lebfjakan pemennlah daezh |pemenntah daerah, di bidang
o\ bldang p dan 5 Yan gan sumber i
sumber days slem duy plam :
2. W B\ i L LT yo & \ 01,01 Fasilitas: Pengelolaan 1, Jumlah laporan 1. 2 laporan 314,925,200 330.672,090 347,285,635 34,565,979 [ Kasubag
pembinsan. monioning dan | pembinoan, monitoring dan Kebijakan Ekonomi Wakro Pemantauan dan 1. 2 Laporar, Arans
evaluas: penyysunan evaluas, penyusunanan pengendalian inflasi Ehoromj Makro
kerfaban pemedintah davek |lebijakan pemerintah daerah daerah (TFID) dar Wekro
UM ok Fengelolaan BUND untuk peagelolzan BUND can 2. Jumlah Lageran
dan BLUD yang kb baik | BLUD yang lebih baik Scsialisasi dan
|pembentukan FK ME NTT
Tingket Previnsi dan
Wab/kola. kab/Kola.
2 mn 1T y 01.02| Fasilitasi Pergelolaan 1. Jumiah Laporan 1. 2laporan 245,693,100 253.031.005 271,950 €55 Z25.533.238 [Kasubag
moniarng dan pel ¢ oan Krebijahan Ehonomi Miken pelaksanaan kegiaton 2.1 Laporan Asalisis
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Wilayahs @1 Previns atau wilayah di Provinst can pangembangan UMK
KablKota KabiKow seNTT dan optimalisasi
penysluran KUR
2. Jumlah laporan
1 koordinasi,
|Evaluasi dalam rangka
|Pengendalian BEM
bersubsidi di NTT tabun
2021
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Indikator kinerja adalah alat unty menilai keberhagi
crhagi

kuantitatif  maupun kualitati an pembangunan

secard

merupalkan ga
i i S mbaran an
mcnccrmmkan capaian indikator kinerjq, yang

program . .
(output/keluaran). Indikator (outcomes/hasl] deri

S - I
cegiatd kine 3
keg ¢rja  merupakan sesuatu yang

mcncerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka men h
| engah,

qarena dari hasil {outcomes) akan menggambarian tingkat pencapaian yang

diharapkan di masa mendatang,

penetapan indikator kinerja organisasi digunakan untuk mengukur
inerja atau keberhasilan dari organisasi yang dilakukan dengan mudah,
cepat, tepat dan akurat sehingga mampu menggambarkan keadaan organisasi
secara tiil. Dengan ditetapkannya indikator kinerja, maka akan tergambarkan
tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja dari OPD
tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan
dan sasaran pembangunan daerah pada Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur, periu menetapakan indikator-indikator kinerja yang
akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan indikator
kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun sisa pemerintahan
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur saat ini. Hal ini
pencapaian indikator  outcome

ditunjukan ~ dari ~ akumulasi
ahun atau indikator capaian yang

Program/kegiatan (output) setiap t

bersifat mandiri setiap tahun sehingg

Renstra dapat
Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan

dalam RPJMD Provinsi Nusa
dikator kinerja lainnya yang

4 kondisi kinerja yang diinginkan

icapai. Penetapan Kkinerja
Pada  akhir periode dicap

didasarkan pada Indikator Kinerja
fungsi Perangkat Daerah yang termuat
Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 serta 1n

terukyr,
. " . ada Biro
yang ingin  dicapai pada ir

Adapun indikator kinerja adalah  sebagai

(‘I—” )
I”.lll f:tl as I (.ﬂlbullgullflll
b ‘Ul &

Jumlah rekomendasi kebijakan £% ¢ dihasilkan.

Jumlah rekomendasi kebijakan ek

1

onomi mikro yan
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i

ah rekomendasi kebijakan di bj .
Juml ‘ L idang pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan yang dihasilkan.,

Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan

pidup yang dihasilkan.

romendasi kebijaks i bi .
, Jumlah re N ijjakan di bidang energi dan air yang dihasilkan.

persentast jumlah BUMD jasa kecuangan dan ancka usaha yang berkinerja

paik.
_ yumlah rekomendas! kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan

sanitasi yang dihasilkan.

8 Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan.
9 persent
10 persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah.

asi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah,

|| Jumlah pelaporan  pengendalian administrasi pembangunan yang

memenuthi standar akuntabilitas.
indikator-indikator  kinerja yang
itiga) tahun dan akhir

gesuai dengan di

rencana  capaian target kinerja 3

tetapkan,
periode RPJMD pada Biro perekonomian dan  Administrast
pembangunari, sebagaimana diuraikan pada Tabel. T-C.28-berikut:

74

Dipindai dengan CamScanner



) Tabel T- C.28
Indﬂ:‘tOf Kinerja Biro Perekonomian dan Ad
an
pembangunan yang Mengacu pada Tujuan da!:i;liatrasi
asaran

RPJMD
] /— Kondisi
Kinerja anz"j‘
Awal Tarpet C pada
0 Indikatox Sotuan fesion Satglap ::;::n akhir
roite
Tahun | 2021 [ 2022 | 2023
»‘MeWujudkanﬁE?fogné‘s' i :0'19
ST e ol g e 1 birokraos YRS = IO T :
calitas pelayanan publik; Tujuan : S/lew:u:imﬁ:ﬁg;fxr;ﬁ:gm?ﬂ%g;mm
ka_mkteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bcbagrjjr:nesbo aih eng?\jrf
gasarannya Meninglkatnya kualitas tatakelola penYEISr,lggum;n ier:m r((;{( ;
pclnyamm publil yang cfektif, akuntabel, transparan scrta pnnisgi:z?r S
i/f_— Jumlah rekomendasi| Rekomendasi 2 ) ] ()' (——4
[ Kebijakan ekonomi g
| makro yang dihasilkan
T\Jumlah rckomendasi| Rekomendasi 3 3 6 9 9
kebijakan ekonomi
mikro yang dihasilkan
3. | Jumlah rekomendasi| Rekomendasi 1 1 2 3 3
Kebijakan  di bidang|
pertanian, kehutanan,
clautan dan perikanan
| |yang dihasilkan
1. [Jumlah rckomendasi Rekomendasi 1 1 2 3 3
kebijakan — di bidang
pertambangan dan
lingkungan hidup yang
dihasilkan
5. | Jumlah relkkomendasi Rekomendasi i 1 2 3 3
kebijakan  di bidang
energi dan air yang
dihasilkan __f———-——————’—’——‘———*—
6. [ Persentasi jumlah Persentasi 25% 25% 75% 100% 100%
BUMD jasa keuangan
dan aneka usaha yang
1 berkinerja baik /—TFT—T_—_I_S__
7. |Jumlah rekomendasi Relcomendasi 0
kebijakan  pengelolaan
BUMD  air  minum,
limbah dan sanitasi
™ Yang dihasilkan /.—-__-—T)—""”'é—'_ 1 2 2
' ‘}i“m'ah rekomendasi Relkomendas!
ebijakan pengelolaan L
\9~\§LUD yang dil%asilkan //—6’/ W‘m 100% | 100%
" | Persentasi efektivitas Persentasl
Pi”&‘clcnggamﬂn
adiminisirasi _/_.____,_———__.—-————
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BAB viig
PENUTUP

sebuah komitmen darl Kepala Biro Ekonom dan Admf
7 ministrasi Pemba
gertd geluruh staf pada Biro Ekonomi dan Ad e
o riat Dagrah Brov Iministrasi Pembangunan
gekret ? ovinst NTT untuk dilaksanak
o an demi terwufudnya visi,
mish, ujuan, 8 aran strataglk yang ralah di tetapka
N nl
piro Ekonomi dan Admnistras| Pernbangunan merupakan baglan d
an dari
gekretariat Dacrah yang berkedudukan scbagal unsure staf, m i
, mempunya
(RS pokok dan kewafiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijaka
Y n
dan pcnukoordinnnmn ndministrutive terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
paerah nerta pelayanan administratif schingga memegang peranan penting
dalam pelaksanaan tugas pemerintah dacrah dalam bidang penyusunan dan
perumusan kebijakan pemerintah khususnya bidang ekonomi dan

Administrasi Pembangunan guna mendukung pencapaian visi dan Misi
pemerintah Provinsl NTT.

Dengan dirumuskannya Renca Strategik Perubahan tahun 2018-2023
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan trlah mempersiapkan diri
untuk menganﬂslpaui perubahan di masa depan dan perorientasi hasil yang

1 waktu 5 (lima) tahun den

atau mungkin terjadi. Adanya k

gan memperhitungkan

ingin di capai pada kuru
omitmen

potensi, peluang, Lendala yang ada
yang kuat dari jajaran aparat Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
{ gebagaimana yan g tertuang dalam rencana

 Untuk melaksanakan visi dan mis
{ maksud, maka diha

iro Ekonomi

rapkan akuntabilitas B

strategis perubahan d
t.
dan Administrasi pembangundn akan meningka
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Juat sebagai pedoman bagi seluryp jaj
jajar

an aparg
' tur pem :
Pcmangku kepentingan uniyj Pembang, érintah dan para
sun

an pereke

I:; Kiranyg Tuhan
- pelaksanaan tugas dan Mungsi Masing
SINg-masin

‘ _ Nomia P ;
Pcmbangun&m di Provinsi NT N dan Administrasi

emampukan kita semua
E:

K
Upang, 2021

KEPALA BiRo EK
ONOMI
SE’I%TPADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ROVINSI NUsa TENGGARA TIMUR

Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196608141988031018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VICTOR BUNGTILU LAISKODAT
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